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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap 

warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan 

pengelolaan lingkungan telah tertuang melalui Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa 

pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip 

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Rumusan 

pengertian pembangunan berkelanjutan tercantum secara yuridis dalam 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan 

bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, 

yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke strategi 

pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 

kemaslahatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa 

kini dan generasi masa depan”. Untuk mendukung pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan, diperlukan kebijakan dalam pengelolaan 

lingkungan hidup untuk menjaga agar pembangunan yang dilakukan tetap 

berwawasan lingkungan.  

Salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data 

dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak. Agar data dan informasi 

mengenai  lingkungan  hidup  dapat  tersedia  dan  terakses,  pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah mengembangkan Sistem Informasi 

Lingkungan Hidup (SILH) sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan 

pengembangan  kebijakan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan 

hidup.   Hal ini sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
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Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  UU  Nomor  14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

SILH  dilakukan  secara  terpadu  dan  terkoordinasi  serta  wajib 

dipublikasikan kepada masyarakat dengan memuat informasi mengenai 

status dan informasi lingkungan hidup. Seluruh data dan informasi 

mengenai lingkungan hidup daerah dihimpun dalam Dokumen Informasi 

Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD). DIKPLHD 

menjadi bagian penting sarana penyediaan data dan informasi lingkungan 

hidup sebagai acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam 

menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan prinsip pengelolaan 

lingkungan hidup. Selain itu, dokumen ini juga sebagai alat yang berguna 

dalam menilai dan menentukan prioritas masalah dan membuat 

rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan dalam 

menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. 

DIKPLHD  Provinsi DKI Jakarta memuat status lingkungan hidup 

sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup Provinsi 

DKI Jakarta setiap tahunnya. Laporan ini juga sebagai bentuk akuntabilitas 

kepada publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat menunjang  

pencapaian  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  sesuai dengan semangat 

Reformasi Birokrasi. Selain itu, DIKPLHD juga merupakan dasar penilaian 

Nirwasita Tantra yang diselenggarakan oleh KLHK setiap tahunnya. Sebagai 

penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang telah menyusun DIKPLHD dan 

kepemimpinan kepala daerah dalam pengelolaan LHK secara baik, diberikan 

apresiasi melalui ajang Nirwasita Tantra (Green Leadership) setiap 

tahunnya. 

 

I.2 Profil Daerah 

I.2.1 Sejarah Kota Jakarta 

Sejarah Kota Jakarta bermula dari nama Sunda Kelapa. Pada abad 

ke-14, DKI Jakarta dikenal sebagai Sunda Kelapa yang berada di bawah 

kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Wilayah DKI Jakarta atau Sunda Kelapa 
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merupakan kota pelabuhan yang sibuk dimana terjadi kegiatan bertukar 

barang komoditas dari para pedagang, seperti India, China, Arab, hingga 

Eropa. 

Pada tahun 1511, Portugis memasuki wilayah Malaka kemudian 

pada tahun 1522, wilayah Sunda Kelapa tersebut diklaim sebagai wilayah 

kekuasaannya. Pada tahun 1527, Fatahillah dari Kesultanan Demak datang 

dan mengambil alih hingga Sunda Kelapa berhasil direbut pada 22 Juni 1527 

dengan berganti nama menjadi Kota Jayakarta yang memiliki arti sebagai 

kemenangan (Sedyawati, Rahardjo, Johan, & Ohorella , 1987). Momen ini 

sekaligus mendasari penetapan 22 Juni sebagai ulang tahun Jakarta yang 

tertuang dalam keputusan DPR Kota Sementara No 6/D/K/1956.  

Pada 30 Mei 1619, di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen, Kota 

Jayakarta dikuasai oleh Pemerintahan Belanda (VOC). VOC menghancurkan 

Jayakarta dan membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung yang 

kemudian dinamakan Batavia. Nama Batavia sendiri diambil dari nenek 

moyang bangsa Belanda, yakni Batavieren. Mengikuti desain kota-kota di 

Belanda, desain pembangunan Kota Batavia terdiri atas bangunan 

berbentuk blok yang masing-masing dipisahkan benteng dan parit. 

Pembangunan ini selesai pada tahun 1650. Nama Batavia terus dipakai 

selama tiga abad hingga tahun 1942.  

Setelah pemerintah Jepang mengusasi Indonesia, pergantian nama 

menjadi Jakarta Tokubetsu Shi terjadi bertepatan dengan perayaan Hari 

Perang Asia Timur Raya pada tangga 8 Desember 1942. Selanjutnya usai 

Jepang menyerah pada sekutu dan proklamasi Indonesia digaungkan pada 

tahun 1945, Jakarta Tokubetsu Shi kembali berganti menjadi Jakarta yang 

sekaligus berperan sebagai Ibu Kota Republik Indonesia. Pada tahun 1961, 

status Jakarta diubah menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) melalui PP No. 

2 Tahun 1961 Jucto UU No. 2 PNSP 1961 (Tim detikcom, 2021). 
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Gambar I-1 Peta Kota Batavia 

Sumber: Dokumen Kemdikbud 

 

I.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah 

Sesuai dengan UU No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, DKI Jakarta memiliki fungsi sebagai Ibukota Negara 

dengan peran penyelenggaraan pemerintahan hingga pusat/perwakilan 

Lembaga internasional. Maka tidak mengherankan apabila DKI Jakarta 
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menjadi wilayah yang sangat strategis dan hingga saat ini tidak hanya 

menjadi pusat pemerintahan, namun juga pusat perekonomian di Indonesia 

dengan potensi pengembangan wilayah yang tinggi mengingat strategisnya 

fungsi dan peran DKI Jakarta. 

Dalam pelaksanaan pengembangan wilayah, DKI Jakarta yang 

merupakan daerah otonom memiliki kewajiban terhadap wilayah 

administrasinya berupa 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten 

Administrasi.  

Sejalan dengan hal tersebut, perencanaan struktur ruang yang 

merupakan tahapan awal dalam pengembangan wilayah perlu 

memerhatikan berbagai aspek terkhusus aspek lingkungan strategis karena 

berpotensi memengaruhi perkembangan wilayah seluruh wilayah 

administrasi di DKI Jakarta. Rencana struktur ruang yang dikembangkan 

meliputi sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem 

prasarana sumber daya air serta sistem dan jaringan utilitas perkotaan. 

Keseluruhan struktur ruang di DKI Jakarta tersebut dapat dikembangkan 

secara efektif dan efisien dengan tetap mengacu kepada kebijakan dan 

peraturan yang berlaku, sehingga dapat tercipta ruang wilayah DKI Jakarta 

yang menyediakan kualitas kehidupan kota yang produktif dan inovatif. 

 

I.2.3 Kondisi Demografi 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2022), 

kepadatan penduduk DKI Jakarta pada tahun 2021 mencapai 15.978 

jiwa/km2 dengan Kota Jakarta Pusat sebagai kota yang paling padat 

penduduk di provinsi tersebut.  

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi peningkatan 

kepadatan penduduk pada tahun 2022 sebesar 9,78%. Hal ini berbanding 

lurus dengan jumlah penduduk di DKI Jakarta yang mencapai 10,61 juta 

jiwa pada tahun 2021 atau mengalami kenaikan 562,09 ribu jiwa dari tahun 

2020. 
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Gambar I-2 Piramida Demografi Penduduk DKI Jakarta 2021 

Sumber :  (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022) 

 

Populasi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukan 

bahwa penduduk dengan usia produktif (usia 15-65 tahun) mendominasi 

demografi di DKI Jakarta dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 

71% dari total penduduk. Apabila dilakukan analisis lebih lanjut, demografi 

DKI Jakarta akan membentuk piramida stasioner yang mengindikasikan 

bahwa pertumbuhan penduduk cenderung kecil dengan jumlah antara 

penduduk muda-dewasa-tua yang hampir sama. 

I.2.4 Pertumbuhan PDRB 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan 

kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu 

waktu tertentu. Berdasarkan nilai atas dasar harga berlaku tahun 2021, DKI 

Jakarta mempunyai nilai PDRB sebesar Rp. 2.914.581,08 miliar. Dengan 

nilai PDRB tersebut, laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 

2021 adalah 3,56 % (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022). Jika dibandingkan 

dengan laju pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya (2020) yang 
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mencapai kontraksi sebesar -2,39%, laju pertumbuhan ekonomi DKI 

Jakarta tahun 2021 sudah mulai pulih dari imbas kondisi COVID-19.  

Struktur ekonomi DKI Jakarta tahun 2021 didominasi oleh sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil; dan Sepeda sebesar 

16,85%, sektor Industri Pengolahan sebesar 12,28%, dan sektor Konstruksi 

sebesar 11,20% dari total PDRB DKI Jakarta dengan detail yang dapat 

dilihat pada Lampiran Tabel 56. Selanjutnya jika dibandingkan distribusi 

persentase PDRB antar Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta tahun 2021, Kota 

Jakarta Pusat memberikan kontribusi tersebesar, yakni Rp. 728.3886,1 

Miliar atau sebesar 24,81% dari Total PDRB DKI Jakarta Tahun 2021. 

 

 

Gambar I-3 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 

Menurut Lapangan Usaha 2021 Prov. DKI Jakarta 

Sumber : (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022) 
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Gambar I-4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kota (Miliar 

Rupiah) di Provinsi DKI Jakarta 2021 

Sumber : (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022) 

 

I.2.5 Indeks Pembangunan Manusia 

Perkembangan suatu daerah tidak hanya dinilai melalui 

peningkatan pembangunan infrastruktur dan/atau laju ekonominya, namun 

perlu ditinjau juga melalui peningkatan kualitas manusianya. Evaluasi 

terhadap kualitas manusia tersebut dapat dikuantifikasi melalui Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur keberhasilan dalam upaya 

pengembangan kualitas hidup manusia di suatu daerah.  

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2021), 

Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai IPM sebesar 81,11 dengan status 

kriteria “Sangat Tinggi”, menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah 

dengan kualitas manusia paling tinggi di Indonesia. 
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Gambar I-5 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-

2021 

Sumber : (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021) 

 

Sepanjang tahun 2017-2021, Nilai IPM DKI Jakarta cenderung 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukan bahwa 

terjadi perbaikan terhadap kualitas manusia di DKI Jakarta.  

 

I.3 Proses Penyusunan Dokumen 

Penyusunan DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta 2022 ini dilaksanakan 

secara simultan dengan beberapa tahapan yang secara umum meliputi 

pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, 

dan penyajian informasi lingkungan hidup dengan model D-P-S-I-R 

(Driving force – Pressure – State – Impact – Response). Proses 

penyusunan DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta 2022 dapat dilihat pada bagan 

berikut. 
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Gambar I-6 Alur Proses Penyusunan Dokumen 

 

I.3.1 Pengumpulan Data dan Informasi Kondisi Lingkungan Hidup Daerah 

Pengumpulan data dan informasi kondisi lingkungan hidup Provinsi 

DKI Jakarta berasal dari sektor yang diperoleh dari organisasi pemerintah 

daerah serta hasil monitorin dan evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

DKI Jakarta.  Langkah ini dilakukan agar data dan informasi yang 

dipublikasikan pada laporan ini dapat dipertanggungjawabkan 

keakuratannya. 

I.3.2 Penentuan Isu Prioritas Lingkungan Hidup 

Penentuan isu prioritas lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta 

dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Adapun langkah-langkah yang 

ditempuh untuk menentukan isu prioritas lingkungan hidup Provinsi DKI 

Jakarta terdiri atas penyaringan isu strategis lingkungan hidup, pelingkupan 

isu strategis lingkungan hidup, dan penetapan isu prioritas  

lingkungan hidup. 
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I.3.3 Pengolahan Data dan Informasi Kondisi Lingkungan Hidup Daerah 

Pengolahan data kuantitatif pada dokumen ini dilakukan 

menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis spasial. Selain itu, 

metode kualitatif deskriptif juga digunakan untuk menjelaskan hasil 

interpretasi perhitungan statistik deskriptif dan analisis spasial serta 

menguraikan berbagai informasi yang diperoleh dari masukan para 

pemangku kepentingan. Hasil pengolahan data dan informasi selanjutnya 

digunakan untuk proses analisis kondisi lingkungan hidup daerah dan isu 

prioritas lingkungan hidup. 

I.3.4 Analisis Kondisi Lingkungan Hidup Daerah 

Analisis kondisi lingkungan hidup daerah dilakukan dengan 

menggunakan model DPSIR, dimana model ini pertama kali dikembangkan 

oleh European Environmental Agency pada tahun 1999. Model DPSIR 

adalah kerangka berpikir sistem yang mengasumsikan hubungan sebab-

akibat antara komponen yang saling berinteraksi dari sistem sosial, 

ekonomi, dan lingkungan. DPSIR telah menjadi alat yang efektif untuk 

mengatur dan mengkomunikasikan masalah lingkungan yang kompleks. 

Pada model DPSIR, aktivitas manusia dilihat sebagai pendorong (driving 

force) terjadinya tekanan (pressure) terhadap ekosistem, yang 

mempengaruhi terjadinya perubahan di ekosistem (state)  yang pada 

akhirnya berdampak  pada   kehidupan manusia (impact), untuk  

kemudian ditanggapi melalui berbagai strategi penanganan risiko 

(response). 

Pada pembahasan tahun ini DPSIR yang digunakan merupakan 

pengembangan oleh EPA dengan tidak hanya membahas terkait Kesehatan 

lingkungan, namun juga Kesehatan manusia. Melalui Eco-Health DPSIR, 

konsep keberlanjutan seperti aspek ekonomi, habitat manusia, 

kesejahteraan manusia, berbagai faktor risiko dari kebiasaan manusia yang 

berhubungan dengan Kesehatan manusia dan berintegrasi dengan aspek 

social, bahkan ekonomi sehingga menjadi satu framework besar. Struktur 

Eco-Health DPSIR akan merepresentasikan keterkaitan antara komponen 
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lingkungan dan komponen yang berhubungan dengan manusia sehingga 

dapat merepresentasikan keseluruhan isu yang sedang terjadi. 

Driving forces adalah perubahan sistem sosial, ekonomi, dan 

institusi yang langsung atau tidak langsung memicu tekanan terhadap 

status lingkungan. Definisi lain adalah pengembangan sistem sosial, 

demografi, dan ekonomi masyarakat dalam hubungannya dengan 

perubahan gaya hidup, semua taraf pola konsumsi dan produksi. 

Merupakan faktor yang kemudian memotivasi peningkatan aktivitas 

manusia. Pada bagan ini terdapat subbagian yang dinamakan Sektor 

Ekonomi merupakan aktivitas ekonomi yang secara langsung berkaitan 

dengan pressures (misal industri, pariwisata) pada suatu taraf pengelolaan 

ekonomi. Aspek yang termasuk dalam subbagian tersebut dapat berupa 

pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, permukiman, 

dan fasilitas publik. Subbagian selanjutnya adalah Sektor Sosial 

merupakan bentuk pemicu dalam konteks hubungan sosial antar 

manusia yang dapat berupa taraf kebijakan pemerintah (misal kebijakan 

limbah, hukum) dalam jangka panjang dan dengan lingkungan wilayah 

ruang yang lebih luas,  identitas secara kultural dari suatu wilayah, hingga 

aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan sosial seperti 

pendidikan dan kesehatan. Kedua subbagian tersebut akan bersifat saling 

memengaruhi. 

Pressures adalah faktor-faktor antropogenik yang mempengaruhi 

perubahan lingkungan (Impacts). Faktor Driving forces akan terbagi ke 

dalam Tekanan Lingkungan, merupakan aktivitas yang berdampak pada 

perubahan lingkungan serta Kebiasaan Manusia yang berdampak kepada 

kesehatan manusia lalu berpengaruh pada kondisi fisik lingkungan. 

Environmental Pressures dapat berupa pembangunan yang melepaskan 

bahan/senyawa (emisi), agen fisika dan biologi, penggunaan sumber daya 

dan penggunaan lahan oleh aktivitas manusia. Sedangkan Human Behavior 
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melingkupi berbagai aktivitas manusia terkhusus dalam pola konsumsi dan 

gaya hidup. 

State dapat mengacu pada pada keduanya sistem alam (Kondisi 

Lingkungan) dan sistem manusia (Kondisi Manusia). Indikator state dapat 

sangat berbeda. Kondisi Lingkungan dapat mengacu pada luas wilayah 

penampakan, karakteristik kualitatif dan kuantitatif dari ekosistem, 

kuantitas dan kualitas sumberdaya, kondisi lingkungan manusia, serta 

kondisi dan kelimpahan biotik di alam. Sedangkan Kondisi Manusia adalah 

kondisi pada kesejahteraan dan aspek Kesehatan manusia akibat adanya 

Pressure. Keterbukaan terhadap pengaruh pressures terhadap manusia, 

bahkan terhadap isu-isu sosial- ekonomi. 

Impacts adalah perubahan fungsi-fungsi lingkungan yang 

berpengaruh terhadap dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang 

disebabkan oleh perubahan sistem State. Impacts dapat meliputi 

perubahan fungsi lingkungan (Jasa Ekosistem) seperti akses sumberdaya 

air, kerusakan ekosistem serta perubahan terhadap Kesejahteraan Manusia 

seperti gangguan kesehatan atau kohesi sosial. Impact selanjutnya 

memicu Responses. 

Responses adalah tindakan kebijakan yang secara langsung atau 

tidak langsung memicu persepsi Impact dan mencoba mencegah, 

eliminasi, dan kompensasi atau mengurangi konsekuensi (dampak). 

Responses dapat  berasal dari  berbagai  tingkatan  masyarakat, seperti 

kelompok individu, sektor pemerintahan atau non-pemerintahan. 

Responses tersebut pada gilirannya dapatmempengaruhi kecenderungan 

Driving forces, Pressures, State dan Impacts. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, keterkaitan antar elemen pada model DPSIR dapat dilihat pada 

Gambar I-7. 
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Gambar I-7 Kerangka Model DPSIR 

Sumber: US Environment Protection Agency, 2015 
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Kondisi lingkungan hidup daerah yang dianalisis dengan 

menggunakan model DPSIR pada dokumen ini meliputi: 

1) Perkotaan 

Perkembangan kota merupakan tuntutan sekaligus jawaban dari 

pertumbuhan penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan. 

Kecenderungannya semakin sulit dikontrol sehingga seringkali 

menimbulkan persoalan yang menyangkut persoalan lingkungan. 

Indikasi permasalahan lingkungan di perkotaan dapat dianalisis dari 

aspek fisik (pencemaran air, udara, kerusakan lahan, dan timbulan 

sampah), dan aspek sosial ekonomi (dampak dari manusia yang 

membuat kehidupan kurang nyaman). 

2) Tata guna lahan 

Tata guna lahan menjelaskan kondisi tutupan lahan daerah, baik 

di daratan maupun wilayah pesisir dan laut. Adapun data dan 

informasi yang diuraikan pada analisis ini antara lain kawasan 

lindung, pemanfaatan lahan, tutupan mangrove, keadaan flora dan 

fauna, penangkaran satwa dan tumbuhan liar. 

3) Kualitas air 

Analisis kualitas air daerah antara lain menjelaskan kualitas air 

sungai, air tanah, dan air laut. Yang kemudian dianalisis 

menggunakan Indeks Kualitas Air secara spasial dan analisis 

multivariat untuk menentukan parameter signifikan pada suatu 

wilayah pemantauan. 

4) Kualitas udara 

Analisis kualitas udara daerah antara lain menjelaskan status mutu 

udara ambien, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), konsumsi 

BBM, sumber dan bahan pencemar. Pemantauan spasial ISPU serta 

Analisis multivariat digunakan untuk penentuan parameter signifikan 

pada wilayah pemantauan dan sumber signifikan penyebab 

pencemaran. 

5) Risiko bencana 
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Risiko bencana daerah antara lain dapat menjelaskan informasi 

rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang berpotensi 

menimbulkan bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. 

6) Tata kelola 

Analisis tata kelola dilakukan untuk mengetahui kondisi tata kelola 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilihat 

dari pengawasan izin lingkungan, izin pemanfaatan sumber daya 

alam, pengaduan masyarakat, kegiatan lingkungan hidup yang 

diinisiasi oleh masyarakat, kearifan lokal dalam menjaga kualitas 

lingkungan hidup, alokasi anggaran daerah untuk pengelolaan 

lingkungan hidup dan sebagainya. 

I.3.5 Analisis Isu Prioritas Lingkungan Hidup 

Analisi dilakukan dengan pengumpulan aspirasi dari berbagai 

pemangku kepentingan yang kemudian diolah melalui dua tahap. Tahap 

pertama merupakan perbandingan bobot kriteria isu. Penentuan Bobot 

Kriteria dilakukan metode perbandingan berpasangan (Pairwise 

Comparison) sehingga didapatkan kriteria isu dengan bobot nilai tertinggi 

hingga bobot nilai terendah. Tahap selanjutnya adalah penilaian Isu 

lingkungan untuk menentukan isu prioritas lingkungan hidup menggunakan 

metode Metode Proses Hirarki Analitik (Analytical Hierarchy Process). 

Metode ini digunakan dengan penggabungan hasil pembobotan kriteria isu 

dari tahap pertama dan mengalikannya dengan nilai kesesuaian alternatif 

isu lingkungan oleh setiap responden dari berbagai pemangku kepentingan. 

Sehingga kedua tahap analisis menghasilkan 5 (lima) isu prioritas yang 

didapatkan dari nilai paling tinggi. 

 Setelah itu, analisis isu prioritas lingkungan hidup daerah 

dilakukan dengan menggunakan model DPSIR seperti tahapan 

sebelumnya. Analisis ini berdasarkan data dan informasi yang telah 

dijelaskan pada tahap sebelumnya, yaitu kondisi lingkungan hidup daerah. 
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I.3.6 Analisis Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Analisis ini memuat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Kepala 

Daerah dan organisasi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup. Inisiatif ini merupakan bagian dari elemen pada 

model DPSIR yaitu Responses. Inisiatif yang dilakukan dapat  dalam 

bentuk peningkatan kapasitas lembaga derah (seperti melalui APBD, 

peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan 

transparansi dan akuntabilitas kepada publik). Selain itu, inisiatif yang telah 

dilakukan atau dikembangkan oleh masyarakat untuk menjaga kualitas 

lingkungan hidup juga menjadi bagian dari inovasi daerah dalam 

pengelolaan lingkungan hidup. 

I.3.7 Perumusan Simpulan dan Tindak Lanjut 

Perumusan simpulan diperoleh dari hasil analisis yang telah 

dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya yang menggambarkan kondisi 

lingkungan hidup daerah serta kinerja pengelolaan lingkungan hidup untuk 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Simpulan tersebut dapat menjadi 

bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang dapat 

memberikan implikasi kepada kebijakan Kepala Daerah dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

 

I.4 Maksud dan Tujuan 

I.4.1 Maksud 

Maksud dari kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 

adalah untuk memberikan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup 

di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai acuan kebijakan dan perencanaan 

pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai 

dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup. 
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I.4.2 Tujuan 

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 

adalah: 

a. Menyediakan informasi kondisi lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta 

yang dapat di akses oleh masyarakat luas. 

b. Menyediakan informasi sebagai bahan penyusunan prioritas dan 

evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi DKI 

Jakarta. 

 

I.5 Ruang Lingkup Penyusunan 

 

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Pengawas 

adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta Gambar Kerja, 

Perincian Penawaran, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang merupakan 

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Pemborongan Jasa 

Konsultansi. Lingkup kegiatan tersebut antara lain meliputi: 

a. Menyusun rencana kerja, daftar kebutuhan data, dan persiapan 

lainnya untuk pengumpulan data DIKPLHD. 

b. Mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber mengenai 

kinerja pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021, termasuk 

kebijakan dan inovasi di bidanglingkungan hidup, sesuai dengan 

pedoman terkini yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. 

c. Melakukan pengolahan data sesuai dengan pedoman terkini yang 

ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

d. Melakukan analisis DPSIR (Driving Force, Pressure, State, Impact 

dan Response) untuk isu lingkungan hidup sesuai dengan pedoman 

terkini yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 

e. Membantu proses penetapan isu utama yang menjadi prioritas dalam 
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perbaikan kualitas lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta. 

f. Menyusun Executive Summary sesuai dengan pedoman terkini yang 

ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

g. Menyusun laporan utama DIKPLHD berikut tabel datanya sesuai 

dengan sistematika penulisan dalam pedoman terkini yang 

ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

h. Menginput data dalam sistem informasi lingkungan hidup sesuai 

dengan pedoman terkini yang ditetapkan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 

I.6 Dasar Hukum 

Dasar hukum dari penyusunan Dokumen Informasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta 

adalah sebagai berikut. 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah  

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Melalui Penyedia 

5. Pedoman Penyusunan DIKPLHD yang dikeluarkan oleh KLHK yang 

terakhir disusun pada tahun 2021 berdasarkan surat Sekretaris 

Jenderal KLHK No. S.113/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2022 tentang 

Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2022. 

6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 

284   Tahun 2016   tentang   Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 
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7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 

364 Tahun 2022 tentang Tim Penyusunan DIKPLHD 
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BAB II 

ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 

 

II.1 Tata Guna Lahan 

Lahan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni menurut geografi 

fisik atau menurut ekonomi (Lichfild dan Drabkin, 1980). Menurut sudut 

pandang geografi, lahan merupakan bidang tanah yang tetap dalam 

lingkungannya dan fungsi atau kegunaan suatu lahan sangat ditentukan 

oleh kualitas fisik tanahnya. Sedangkan menurut sudut pandang ekonomi, 

lahan adalah sumber alamiah yang nilainya tergantung dari produksi atau 

pemanfaatannya. Lahan merupakan suatu komoditi yang memiliki harga, 

nilai dan biaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa lahan adalah sumberdaya 

alam yang terbatas dimana dalam penggunaannya memerlukan penataan 

dengan tujuan pemanfaatan yang optimal demi kesejahteraan masyarakat. 

Penataan penggunaan lahan (tata guna lahan) tersebut dilakukan sebagai 

perencanaan fungsi lahan secara rasional berdasarkan berbagai aspek agar 

tercipta keteraturan. Dasar hukum terkait tata guna lahan DKI Jakarta 

tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.  

DKI Jakarta merupakan wilayah dengan banyak fungsi. Selain 

sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, DKI Jakarta juga 

sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional dengan kontribusi tertinggi 

dibandingkan wilayah lain. Kemudian sebagai pusat pemerintahan nasional, 

dimana terkonsentrasinya koordinasi dan jalannya roda pemerintahan yang 

mencakup seluruh Indonesia. DKI Jakarta turut memiliki fungsi sebagai 

daerah otonom, dimana pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban 

untuk mengatur daerahnya sendiri serta memastikan seluruh kebutuhan 

warganya terlayani. Dengan beragam fungsi tersebut, maka DKI Jakarta 

mempunyai karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda 

dengan wilayah lain.  
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Dengan lahan yang terbatas, diperlukan penataan lahan yang 

sesuai dengan karakteristik wilayah dan fungsi-fungsinya terpenuhi. Untuk 

dapat mengetahui dinamika tata guna lahan yang terjadi di DKI Jakarta, 

dilakukan dengan menerapkan pendekatan D-P-S-I-R sebagai metode 

analisis dan evaluasi. Diagram alir D-P-S-I-R dapat dilihat pada  

Gambar II-1. Analisis lebih lanjut akan dilakukan pada sub-bab 

selanjutnya berdasarkan diagram alir tersebut. 

 

 

Gambar II-1 Konsep Analisis DPSIR untuk Tata Guna Lahan 
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II.1.1 Driving forces 

Intensitas kegiatan ekonomi dan industri di DKI Jakarta menuntut 

pembangunan maupun peningkatan fasilitas dan sarana yang menunjang 

berbagai kegiatan masyarakat di dalamnya. Badan Pusat Statistik (BPS) 

mencatat sepanjang tahun 2017-2021 ekonomi DKI Jakarta mengalami 

fluktuasi. Gambar II-2 menunjukkan bahwa periode 2017 hingga 2019 

pertumbuhan ekonomi melandai. Kemudian tahun 2020 terjadi kontraksi 

pertumbuhan ekonomi sebesar 2,39% yang diakibatkan oleh pandemi 

COVID-19. Pada tahun 2021, walaupun kondisi pandemi COVID-19 masih 

terjadi, DKI Jakarta mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,56%. Nilai 

PDRB Harga Berlaku pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 

5,29% menjadi 2.914,58 triliun. Sementara Upah Minimum Provinsi 

meningkat sebesar 3,49% menjadi Rp 4.416.816.  

 

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang positif menandakan aktifitas 

ekonomi kembali aktif mendekati normal seperti sebelum pandemi. Sektor 

konstruksi merupakan salah satu sektor yang memberikan andil besar 

dalam pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Parameter yang digunakan 

6.22% 6.17%
5.82%

-2.39%

3.56%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2017 2018 2019 2020 2021

Gambar II-2 Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 

2017-2021 

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2022 
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dalam menentukan pertumbuhan konstruksi ialah jumlah pekerja tetap, hari 

orang (mandays), balas jasa dan upah, serta nilai konstruksi. BPS mencatat 

keempat parameter mengalami kontraksi pada kuartal pertama tahun 2021 

(Q1/21), namun pada kuartal kedua tahun 2021 (Q2/21) langsung berbalik 

arah menuju area positif. Perubahan terbesar terjadi pada parameter nilai 

konstruksi, dimana pada Q1/21 lajunya melemah sebesar -2,21%, 

sedangkan pada kuartal berikutnya langsung tumbuh sebesar 1,53% 

seperti terlihat pada Gambar II-3.  

 

 

Gambar II-3 Persentase Pertumbuhan Konstruksi Antar Kuartal 

di DKI Jakarta  

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2021 

 

Pertumbuhan sektor konstruksi ini menandakan semakin luas areal 

lahan terbangun. Tidak terkecuali lahan terbangun yang digunakan untuk 

pembangunan pemukiman. Bertumbuhnya jumlah pemukiman tidak hanya 

di wilayah DKI Jakarta, namun juga daerah sekitar DKI Jakarta yang 

menjadi kota-kota satelit. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pertambahan 

pembangunan rumah oleh Perum Perumnas mencapai 1.090 unit dan 

rumah susun sederhana sebanyak 42 pada tahun 2021, ditunjukan pada 

Pekerja Tetap Hari Orang
Balas Jasa dan

Upah
Nilai Konstruksi

Q4/20 0.17 1.73 3.7 4.83

Q1/21 -0.05 -0.83 -1.92 -2.21

Q2/21 0.68 0.81 1.49 1.53
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Gambar II-4. Dalam dokumen RTRW DKI Jakarta 2030, peningkatan 

pengelolaan permukiman dan penyediaan permukiman bagi seluruh warga 

Jakarta ialah dengan memprioritaskan hunian vertikal serta mengatasi 

kawasan kumuh permukiman dengan konsep Urban Renewal. 

 

  

Pembangunan rumah susun sederhana merupakan program 

pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan hunian bagi warganya. 

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi DKI Jakarta, jumlah 

penduduk DKI Jakarta tahun 2021 sesuai hasil proyeksi penduduk Interim 

2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni) adalah sebesar 10.609.681 jiwa. Jika 

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, jumlah 

penduduk tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 0,57%. 

 

II.1.2 Pressures 

Perkembangan fisik suatu wilayah ditandai dengan semakin luasnya 

lahan terbangun seiring perkembangan penduduk dan aktivitas ekonomi. 

Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan lahan dapat 

menjadi permasalahan di DKI Jakarta.  
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Gambar II-4 Pembangunan Rumah Susun Sederhana di DKI 

Jakarta Tahun 2017-2021 

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2022 
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Melihat wilayah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan, 

peruntukan lahan didominasi untuk permukiman mencapai 50% dari luas 

daratan utama DKI Jakarta, sedangkan untuk industri, perkantoran, dan 

perdagangan dapat mencapai 19% (Gambar II-5). Sementara ruang 

terbuka hijau (RTH) mengisi porsi sebesar 9%, masih jauh dibawah standar 

yang diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

Fungsi utama RTH adalah membantu menyeimbangkan kondisi ekologis 

kota karena pohon dan tanaman akan membantu menyerap karbon 

dioksida sekaligus menyimpan cadangan air. RTH yang rendah dalam hal 

kualitas dan kuantitas memberikan tekanan terhadap keseimbangan tata 

guna lahan di Provinsi DKI Jakarta akibat peningkatan luasan lahan 

terbangun. 

 

Gambar II-5 Persentase Penggunaan Lahan DKI Jakarta 

Tahun 2020 

Sumber: jakartasatu.jakarta.go.id, 2021 
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II.1.3 States 

DKI Jakarta dikenal dengan eksistensi infrastruktur dan fasilitas 

terbaru untuk mendukung kegiatan ekonomi hingga pemerintahan, 

sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap. 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk 

di DKI Jakarta pada tahun 2021 tercatat mencapai 10.609.681 jiwa atau 

mengalami kenaikan sebesar 9,98% dibandingkan tahun 2010. 

Bertambahnya populasi penduduk dalam suatu wilayah akan 

menumbuhkan tingkat kepadatan penduduk sebagai akibat keterbatasan 

lahan untuk pemukiman. Berdasarkan persebarannya, wilayah dengan 

kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Jakarta Pusat, mencapai 

15.978 jiwa/km2 (Gambar II-7).  

Gambar II-6 Peta Penggunaan Lahan di DKI Jakarta 

Sumber: jakartasatu.jakarta.go.id, 2022 
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Gambar II-7 Kepadatan Penduduk DKI Jakarta Tahun 2016-2021 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Jumlah penduduk DKI Jakarta semakin bertambah setiap tahunnya, 

namun tidak semua penduduk dapat memiliki tempat tinggal di DKI Jakarta. 

Hal ini dikarenakan tingginya harga tanah di DKI Jakarta. Untuk tetap 

tinggal di DKI Jakarta, beberapa warga memilih untuk tinggal di luar 

kawasan pemukiman, seperti bantaran sungai hingga kawasan lindung, 

sehingga terjadi perubahan fungsi lahan. Area yang sejatinya dapat 

difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi semakin 

berkurang luasnya, bahkan RTH yang sudah ada semakin berkurang 

fungsinya.  

Besaran luas area RTH suatu wilayah sudah tercantum pada 

beberapa dasar hukum. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

yang mengamanatkan bahwa alokasi ruang untuk RTH di kawasan 

perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan 

perkotaan, dimana 2/3-nya merupakan RTH publik yang berarti merupakan 

RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota. Aturan ini juga 

tertuang pada Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030. Hingga tahun 2021, melalui lampiran 

Tabel-1, realisasi luas RTH di DKI Jakarta sekitar 9.602,52 Ha atau hanya 
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sekitar 9% saja. Sedikitnya RTH yang tersedia di DKI Jakarta tidak lain 

karena alih fungsi lahan yang terus menerus terjadi seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Gambar II-8 menunjukan 

persentase tutupan lahan di DKI Jakarta sesuai Lampiran Tabel-2. 

 

 

Tidak sesuainya luas RTH yang dipersyaratkan dapat 

mengindikasikan kurangnya daerah resapan air yang dimiliki oleh DKI 

Jakarta. Daerah resapan air memiliki peranan untuk menjaga keseimbangan 

siklus hidrologi yang salah satunya adalah sebagai daerah pengisian air 

tanah atau groundwater recharge sehingga persediaan air tanah tetap 

terjaga. Namun dengan meningkatnya alih guna lahan terutama untuk 

fungsi pemukiman pada lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan 

air. Praktik pengambilan (abstraksi) air tanah yang seringkali berlebihan 

semakin banyak di tengah aksesibilitas air bersih yang hanya 62,96%. 

Bahkan, penurunan muka air tanah dapat mencapai 5 cm setiap tahunnya 

(Kementrian ESDM, 2019). Hal ini menandakan terjadinya pengurangan 

volume air tanah sekaligus potensi land subsidence serta intrusi air laut 

yang menyebabkan penurunan kualitas air tanah.  
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Gambar II-8 Persentase Tutupan Lahan 

 DKI Jakarta Tahun 2021 

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan Provinsi DKI Jakarta, 2021 
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Selain itu, DKI Jakarta memiliki curah hujan dengan kategori 

menengah hingga tinggi. Tidak tercukupinya luasan daerah resapan air 

dapat meningkatkan aliran limpasan (run off) air hujan yang berpotensi 

pada terjadinya banjir. Menurut Fakhrudin (2016), koefisien runoff DKI 

Jakarta telah mencapai 90% yang berarti apabila terjadi hujan maka hanya 

10% yang tertahan di permukaan atau terserap di dalam tanah.  

 

Dalam perkembangannya DKI Jakarta tetap berusaha 

mempertahankan lahan hijau untuk tetap menjaga kualitas tutupan lahan 

yang salah satunya adalah melalui hutan kota. Menurut Irwan (2008), hutan 

kota memiliki berbagai manfaat seperti dapat menununkan suhu 

disekitarnya hingga 3,46%, menaikkan kelembaban hingga 0,81%, 

menurunkan tingkat kebisingan hingga 18,94%, dan bahkan menurunkan 

kadar debu mencapai 46,13%. Sehingga, hutan kota sejatinya memiliki 

peranan vital terhadap kenyamanan hidup masyarakat di DKI Jakarta. 

Hingga saat ini terdapat sekitar 108.162 Ha lahan hutan di DKI Jakarta yang 

dapat dikategorikan menjadi 8 jenis sesuai fungsinya sesuai 

Gambar II-10 yang secara lebih rinci dapat diketahui pada Lampiran 

Tabel-3. 
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Selain tutupan lahan berupa hutan kota di daratan, tutupan lahan 

lainnya juga berada di pesisir yaitu Kawasan Mangrove. Kawasan ini 

memiliki fungsi seperti peredam gelombang dan angin badai, pelindung 

pantai dari abrasi, pencegah intrusi air laut ke daratan, hingga dapat 

menjadi penetralisir pencemaran perairan pada batas tertentu (Lasibani & 

Eni, 2009). Dengan berbagai fungsinya, kawasan mangrove sama 

pentingnya seperti kawasan hutan kota dalam menjaga kondisi lingkungan 

di Provinsi DKI Jakarta. Kawasan mangrove terluas berada di Taman Wisata 

Alam Angke Kapuk yang mencapai 99,82 Ha, seperti terlihat pada lampiran 

Tabel-10. 

Di samping kawasan mangrove, ekosistem pesisir di DKI Jakarta 

juga terdiri dari kawasan padang lamun dan kawasan terumbu karang. 

Padang lamun dapat diartikan sebagai hamparan vegetasi lamun yang 

menutup suatu area laut dangkal atau pesisir dan terbentuk dengan 

kerapatan karang yang jarang. Secara ekologis, padang lamun dapat hidup 

hingga kedalaman 30 meter di area perairan tenang serta terlindung, 

asalkan masih mendapatkan sinar matahari, karena hidupnya sangat 

tergantung pada cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan. 

 Ekosistem lamun adalah salah satu yang paling produktif pada 

perairan dangkal dengan berbagai fungsi (Philips & Menez, 1998), seperti 

menstabilkan serta menahan sedimen-sedimen yang dibawa gelombang, 

daunnya memperlambat arus serta mengembangkan sedimentasi, tempat 

berlindung terhadap hewan-hewan muda untuk berkembangbiak, dan 

mampu menfiksasi karbon yang sebagian besar hasilnya masuk ke dalam 

sistem daur rantai makanan.  

Ekosistem lamun di DKI Jakarta tersebar di Kabupaten Kepulauan 

Seribu, dengan luas mencapai 533,96 Ha. Persebaran padang lamun terbagi 

ke dalam 10 segmen untuk tujuan perlindungan sistem penyangga 

kehidupan, pengawetan jenis satwa dan tumbuhan liar dan pemanfaatan 

secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Segmen 3  yang 

terdiri atas Pulau Macan Besar, Macan Kecil, Macan Gundul, Putri Barat dan 
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Putri Timur merupakan area dengan konsentrasi padang lamun paling 

tinggi, yaitu mencapai 48%. Gambar II-10 menunjukan luasan dan 

persentase tutupan lahan dari Kawasan Padang Lamun di Provinsi DKI 

Jakarta yang secara lebih rinci ditampilkan pada Lampiran Tabel-11. 

 

 

Ekosistem terumbu karang bersama dengan ekosistem mangrove 

dan padang lamun, secara bersama-sama membentuk ekosistem pesisir. 

Terumbu karang memiliki peranan yang tidak kalah penting karena menjadi 

sumber kehidupan bagi biota laut. Terumbu karang terbentuk dari 

kumpulan binatang karang. Binatang karang berukuran sangat kecil, 

disebut polip, yang dalam jumlah ribuan membentuk koloni yang dikenal 

sebagai karang (karang batu atau karang lunak). Proses pembentukan 

sebuah koloni memakan waktu yang sangat lama, dan untuk bisa 

membentuk suatu ekosistem terumbu karang akan memakan waktu sampai 

ribuan tahun. Walaupun terlihat sangat kokoh, karang sebenarnya sangat 

rapuh dan mudah hancur.  

Menurut COREMAP Oceanografi LIPI, terumbu karang memilki 

fungsi utama sebagai tempat memijah, membesarkan, dan mencari makan 

bagi berbagai biota, selain itu juga sebagai sumber plasma nutfah. Bagi 
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Sumber:  Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu Prov DKI Jakarta, 2022 
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manusia, terumbu karang merupakan gudang persediaan makanan dan 

obat-obatan, serta dapat dikembangkan sebagai objek wisata bahari. 

Sehingga sangat penting untuk menjaga kondisi kawasan terumbu karang 

terutama bagi kelangsungan biota laut. Berdasarkan data dari Dinas 

Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, dari 320,49 

Ha luas kawasan terumbu karang, hanya 8,5% yang dinyatakan BAIK, 

sementara kondisi SEDANG sebesar 64,5%, dan kondisi RUSAK sebesar 

27%. Untuk mengetahui lebih jelas terkait persentase kondisi di tiap 

kawasan, ditampilkan pada Lampiran Tabel-12. Gambar II-11 

menunjukan kondisi terumbu karang di Kepulauan Seribu Provinsi DKI 

Jakarta.  

 

 

Kondisi ekosistem pesisir dan daratan akan mempengaruhi kondisi 

keragaman biota di DKI Jakarta. Terjaganya kualitas ekosistem suatu 

wilayah, maka akan semakin tinggi pula keanekaragaman hayati yang hidup 

di dalamnya. Sekitar 58% dari 80 spesies mamalia terancam kepunahan 

akibat kondisi tutupan lahan yang kurang memadai, beserta 16% spesies 

aves, 85% spesies reptil, dan 15% amfibi (Gambar II-12). Informasi lebih 

detil ditampilkan pada Lampiran Tabel-4. Hal ini perlu menjadi perhatian 

9%

64%

27%

Baik Sedang Rusak

Gambar II-11 Kondisi Ekosistem Terumbu Karang DKI Jakarta 

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, 2022 
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bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian 

biota di DKI Jakarta agar dapat terus diwariskan ke generasi mendatang.  

 

 

Gambar II-12 Jumlah Spesies Berbagai Jenis Fauna di  

DKI Jakarta 

Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Dalam wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta juga dilakukan 

pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertambangan, khususnya minyak bumi. 

Luasan areal yang digunakan mencapai sekitar 827,93 Ha yang 

memproduksi minyak mentah hingga 28,51 ton BOPD/tahun dan gas 

sebesar 76 ton MMSCFD/tahun seperti yang tertera pada Lampiran  

Tabel-15. 

 

II.1.4 Impacts 

Ketidaksesuaian tata guna lahan antara kenyataan di lapangan 

dengan yang direncanakan dalam RTRW Jakarta mengarahkan Provinsi DKI 

Jakarta kepada beberapa permasalahan seperti bencana kebakaran, 

penurunan kualitas udara dan kualitas air, hingga estetika lansekap yang 

terganggu. Isu penataan kota ini ditangkap juga oleh institusi internasional, 

Re-Thinking the Future (RTF). Menurut RTF (2021), perencanaan kota di 
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DKI Jakarta termasuk salah satu yang dinilai buruk diantara beberapa kota 

lain di dunia.  

Alih tata guna lahan seperti mendirikan pemukiman di lokasi yang 

bukan peruntukannya, akan menciptakan pemukiman kumuh, fasilitas air 

bersih dan listrik kurang memadai, serta rentan terhadap bencana 

kebakaran. Sepanjang tahun 2021 bencana kebakaran menyebabkan 

hilangnya nyawa dan harta benda. Sekitar 536 RT di lima wilayah kota di 

DKI Jakarta terdampak, dengan korban mengungsi mencapai 9.827 jiwa 

dan korban meninggal dunia sebanyak 24 orang. Sementara perkiraan 

kerugian materiil mencapai tidak kurang dari Rp 177.183.000,00. Salah satu 

kasus bencana kebakaran adalah yang terjadi di pemukiman kumuh di Jl. 

Kemang Utara, Mampang Prapatan yang menghanguskan sekitar 50 lapak 

pemulung. 

Keberadaan pemukiman kumuh memperbanyak turunan suatu 

objek menjadi rentan terbakar, seperti instalasi listrik dibawah standar, 

banyak material mudah terbakar, aksesibilitas yang sulit bagi petugas untuk 

memadamkan api, serta minim jalur evakuasi. Gambar II-13 menunjukan 

banyaknya RT terdampak kebakaran dan perkiraan kerugian yang dialami. 
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Selain berdampak pada lingkungan, alih guna lahan juga 

berdampak pada kenyamanan hidup masyarakat dengan indikator Thermal 

Humidity Index (THI) akibat pengaruh temperatur dan kelembaban udara.  

Thermal Humidity Index (THI) cenderung menurun sepanjang tahun 2020 

(28,55) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (29,17). Penurunan THI 

mengindikasikan bahwa terdapat perbaikan kondisi lingkungan. Meskipun 

begitu, perbaikan sebagian besar terjadi akibat pengurangan aktivitas 

manusia. Sehingga, tetap diperlukan pengetatan kebijakan terkait alih guna 

lahan di Provinsi DKI Jakarta. 

 

 

Alih guna lahan juga berdampak kepada kondisi sosial masyarakat 

di DKI Jakarta. Menurut Komnas HAM, sepanjang tahun 2016-2018 telah 

terdapat 211 laporan kasus terkait isu agraria, dengan salah satu daerah 

penyumbang konflik terbanyak adalah Provinsi DKI Jakarta. Konflik ini terus 

terjadi akibat adanya pembangunan yang seringkali tidak menghormati dan 

29.17

28.55

28

28.5

29

29.5

In
d

e
ks

 T
H

I

THI 2019 THI 2020

Gambar II-13 Jumlah RT Terdampak dan Perkiraan Kerugian 

akibat Bencana Kebakaran di DKI Jakarta 

Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta, 2022  
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Gambar II-14 Thermal Humidity Index (THI) DKI Jakarta 

Sumber: Permatasari et.al, 2020 
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melindungi warga terdampak di dalamnya. Sehingga diperlukan adanya 

reforma agraria agar kondisi tersebut dapat segera dituntaskan. 

Seiring dengan bertambahnya penduduk kebutuhan akan lahan 

sebagai tempat tempat tinggal meningkat, pengelolaan akan lahan 

meningkat sehingga kualitas lahan menurun dan semakin sempit lahan 

yang dapat digunakan sebagai lahan budidaya. Jika terjadi terus menerus, 

lahan akan mengalami kerusakan secara fisik, kimia, dan biologis yang 

menjadikan lahan tidak memiliki nilai ekonomis. Kerusakan ini kemudian 

dikenal dengan istilah lahan kritis. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan 

Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, tidak ada lahan kritis 

yang terjadi di Jakarta, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, seperti 

ditunjukan pada Lampiran Tabel-6. Di samping itu, tidak terdapat pula 

evaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air, sebagaimana 

terlihat pada Lampiran Tabel-7. Hal yang sama juga berlaku pada evaluasi 

kerusakan tanah di lahan kering dan lahan basah, yaitu tidak ada kerusakan 

tanah. Keterangan lebih detil dapat dilihat pada Lampiran Tabel-8 dan 

Lampiran Tabel-9. 

 

II.1.5 Responses 

Tata guna lahan yang digunakan di suatu daerah otonom haruslah 

mengacu kepada dasar hukum yang berlaku baik di pusat ataupun di 

wilayah administratif daerah itu sendiri. Dengan demikian akan tercapai 

penggunaan lahan yang sesuai peruntukannya serta tercipta keseimbangan 

fungsi lahan. DKI Jakarta sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) hingga tahun 2030, namun melihat perkembangan pembangunan 

yang terjadi sekarang, perlu disusun revisi RTRW dan pendetilan terkait tata 

ruang, seperti penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana 

Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan Low Impact Urban 

Development Guideline. Apabila meninjau pada Peraturan Daerah Provinsi 

DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, 

terdapat beberapa rencana strategi pengelolaan lahan sebagai berikut: 
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1. Pemanfaatan pengelolaan Kawasan ruang terbuka hijau dengan 

peningkatan hingga 30% untuk memberikan perlindungan terhadap 

badan air, kualitas udara, dan iklim mikro. 

2. Pengembangan perumahan vertical baik bagi golongan masyarakat 

berpenghasilan menengah/tinggi dan golongan masyarakat 

berpenghasilan rendah melalui peremajaan kota. 

3. Pembangunan perumahan di Kawasan sepanjang pantai diperketat 

pengawasannya dengan Kawasan pemukiman di bantaran sungai, 

waduk, dan situ ditata atau bahkan direlokasi Kembali. 

4. Konservasi Kawasan suaka alam, Kawasan pelestarian alam, Kawasan 

lindung dan sumber daya air untuk meningkatkan keseimbangan 

ekologi DKI Jakarta. 

5. Pengoptimalan sistem pusat kegiatan jasa, perdangan, pariwisata dan 

ekonomi kreatif yang didukung oleh sarana dan prasarana yang 

memadai. 

Kegiatan penangkaran dan konservasi terhadap flora dan fauna 

dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai usaha untuk melestarikan dan 

memperbaiki kondisi biodiversitas. Sebagai optimalisasi upaya tersebut, 

Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan beberapa pihak, baik korporasi 

maupun individu. Hingga saat telah terdaftar ini sebanyak 36 pihak ketiga 

yang terdaftar untuk bekerjasama dalam pelestarian satwa dan tumbuhan. 

Daftar perusahaan dan individu yang terlibat beserta informasi Surat 

Keputusan yang berlaku untuk pelestarian tersebut ditampilkan lebih rinci 

pada Lampiran Tabel-5. 
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Sepanjang tahun 2022 telah dilakukan kegiatan penghijauan dan 

reboisasi dengan melakukan penanaman pohon yang total mencapai 10.088 

batang pohon di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan tersebut 

merupakan bagian dari peningkatan luas lahan RTH dan penyegaran RTH 

eksisting sehingga dapat menunjang kondisi lingkungan dan meningkatkan 

nilai IKTL. Penanaman pohon paling banyak berada di Kota Jakarta Timur 

untuk memenuhi berbagai taman dan hutan kota. Gambar II-15 

menunjukan jumlah batang pohon yang ditanam di DKI Jakarta. Keterangan 

lebih rinci ditampilkan pada Lampiran Tabel-16. 

 

II.2 Kualitas Air 

Air merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup, sehingga kualitas 

air memiliki peranan penting untuk mengukur tingkat kualitas kehidupan 

manusia dan kondisi ekosistem sekitarnya. Sebagai megacity dengan 

penduduk per tahun 2021 adalah 10.609.681 jiwa (BPS Provinsi DKI 

Jakarta, 2022), DKI Jakarta memiliki kondisi luas wilayah terbangun 

terhadap luas wilayah administrasi yang tertinggi diantara provinsi-provinsi 

yang ada di Indonesia. Hal ini membuat permintaaan untuk air bersih 

menjadi cukup tinggi di lahan yang terbatas. DKI Jakarta memiliki 13 daerah 
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aliran sungai (DAS) yang berada di dataran yang rendah dengan ketinggian 

rata-rata 7 meter di atas permukaan laut. Jakarta berada di utara Pulau 

Jawa sehingga sebagain wilayahnya berada di pesisir pantai atau garis 

pantai. Sebagai wilayah dengan tingkat kepedudukan tinggi, persoalan 

terhadap kualitas air menjadi permasalah yang cukup serius dalam 

mendukung kehidupan penduduk. Hubungan kausalitas antar aspek 

kualitas air dalam pengelolaan lingkungan dianalisis menggunakan 

pendekatan framework D-P-S-I-R seperti yang dapat dilihat pada  

Gambar II-16.  

 

Gambar II-16 Konsep Analisis DPSIR Kualitas Air 
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II.2.1 Driving Force 

Provinsi Jakarta adalah sebuah kota metropolitan juga dikenal 

sebagai Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sebagai wilayah yang mengemban 

status sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta merupakan kota 

dengan jumlah penduduk tertinggi, sebanyak 10.609.681 jiwa dengan laju 

pertumbuhan penduduk per tahun adalah 0,57 persen dan kepadatan 

penduduk 15.978 jiwa/km2 per Tahun 2021, tersebar pada 5 wilayah Kota 

Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi.  

Sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, aktivitas perdagangan dan 

perekonomian di DKI Jakarta cukup pesat. Industrialisasi mempengaruhi 

peningkatan industri, menufaktur, dan perdagangan di perkotaan jadi lebih 

tinggi, sehingga di Jakarta khususnya di wilayah Jakarta Utara terdapat 

banyak area/komplek industri besar yang melakukan operasi produksi 

barang dan gudang penyimpanan. Keberadaanya di wilayah utara jakarta 

mendekatkan pengaruh penurunan kualitas air tidak hanya pada DAS 

sekitar, namun juga pada perairan teluk/pantai jakarta.  

 

 

Gambar II-17 Jumlah Industri Makro dan Mikro DKI Jakarta 

Sumber: BPS DKI Jakarta, 2021 
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Tercatat sebanyak 1.792 perusahaan besar dan sedang (Makro) 

dan 58.537 perusahaan kecil (Mikro) tersebar di wilayah DKI Jakarta. Pada 

rincian menurut Kab/Kota Administrasi, Kota Jakarta Barat menempati 

urutan paling tinggi pada jumlah perusahaan makro dan mikro. Detail 

perbandingan jumlah industri antar Kab/Kota Administrasi dapat dilihat 

pada Gambar II-17.  

DKI Jakart merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang 

berperan sebagai kegiatan seperti pemerintahan, bisnis, keuangan, 

perdagangan, jasa dan lainnya. Hal ini membuat Provinsi DKI Jakarta 

memililki daya tari bagi masyarakat di luar ibu kota khususnya dari desa 

untuk melakukan migrasi. Meskipun demikian, Pusat Penilitian 

Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyatakan DKI 

Jakarta tidak hanya menerima penduduk, namun juga turut menyumbang 

migran tetap ke luar ibu kota (Statistik Jakarta, 2021). Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mencatat perpindahan penduduk 

keluar-masuk dengan tren yang dapat dilihat pada Gambar II-18. 

 

Gambar II-18 Tren Jumlah Penduduk Masuk dan Keluar DKI 

Jakarta Tahun 2021 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov DKI Jakarta, 2021 
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penduduk yang masuk adalah 10.462 penduduk, sedangkan rata-rata 

perbulan jumlah penduduk yang keluar adalah 14.910 penduduk. Jika 

dibandingkan penduduk yang masuk-keluar, penduduk masuk (41%) lebih 

rendah dari penduduk keluar (59%). Salah satu faktor besar yang 

menyebabkan jumlah penduduk keluar pada tahun 2021 awal banyak 

adalah terkait dengan pandemi COVID-19 di DKI. Pada Gambar II-18 

dapat dilihat titik terendah dari perpindahan penduduk yang keluar dan 

masuk terjadi di Bulan Mei. Hal tersebut disebabkan oleh pengetatan 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terkait dengan gelombang ketiga 

COVID-19 terhadap kemunculan varian delta. Meskipun kondisi migrasi ke 

DKI Jakarta cukup menurun, namun jumlah penduduk di DKI Jakarta terus 

meningkat dimana nilai laju pertumbuhan bermakna positif, yakni 0,57% 

(BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022). 

Jumlah penduduk yang tinggi akan memberikan permasalahan 

yang semakin heterogen. Permasalahn yang kerap timbul diantaranya 

terkait dengan kebutuhan untuk tempat tinggal sehingga berkembang 

pemukiman kumuh. Karena keterbatasan ekonomi, pemukiman kumuh 

umumnya menempati ruang yang berada di area Daerah Aliran Sungai 

(DAS). Keberadaan pemukiman kumuh ini berkontribusi tinggi secara 

langsung terhadap kualitas air permukaan sungai sekitar. Ditambah dengan 

managemen sampah yang belum dilakukan menyeluruh 100% oleh 

masyarakat, pengelolaan sampah secara tidak terpadu seperti menimbun 

atau pada aliran sungai tidak hanya mencemari air permukaan, namun juga 

mencemari tanah.  

Kebutuhan pemukiman dengan pertumbuhan penduduk, dimana 

penduduk terus bertambah sedangkan luas wilayah tetap. Berakibat pada 

naiknya harga lahan di suatu wilayah. Kondisi ketidakseimbangan ini 

menstimulasi terbangunnya kawasan kumuh. Selain itu tingginya tingkat 

urbanisasi penduduk pada wilayah perkotaan DKI Jakarta sebagai sentra-

sentra ekonomi turut memicu berkembangnya kawasan kumuh. 

Keterbatasan inilah yang memicu timbul kantung-kantung wilayah kumuh 
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di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Bantaran kali atau DAS merupakan 

lahan pada kedua sisi sepanjang sungai dengan jarak antara bangunan 

rumah dengan sungai/kali adalah minimal 4 meter. Sehingga dengan 

kondisi umumnya wilayah kumuh adalah ekonomi menengah kebawah, 

mereka menempati ruang pada wilayah DAS untuk mendirikan bangunan 

liar sebagai tempat tinggal.  

Kebutuhan sumber air minum penduduk DKI Jakarta diantaranya 

dipenuhi oleh beberapa sumber, seperti air ledeng/PAM, air sumur, dan air 

kemasan. Pada laporan kinerja PAM Jaya Tahun yang dapat diakses pada 

situs resminya, pelayanan air bersih di DKI Jakarta tahun 2021 baru 

mencapai 65% dengan kapasitas produksi 20.725 lps untuk melayani 

908.324 pelanggan. Selain itu, dalam laporan kinerja tahun 2019 

disampaikan bahwa kondisi kebocoran/NRW sebesar 42,64%.  

 

 

Gambar II-19 Persentase Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air 

Minum yang Digunakan 

Sumber: BPS DKI Jakarta, 2021 
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air tanah untuk pemenuhan sumber air bersih. Detail perbandingan 

pemenuhan sumber air minum antar Kab/Kota Administrasi di DKI Jakarta 

pada tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar II-19 dan Lampiran  

Tabel 25.  

 

II.2.2 Pressure 

DKI Jakarta merupakan pusat pertumbuhan yang memiliki daya 

tarik yang tinggi bagi orang yang tinggal di sekitarnya untuk datang ke 

Jakarta baik untuk memperoleh pekerjaan maupun untuk mengakses 

fasilitas pelayanan yang tersedia. Seperti yang diketahui, sebagai pusat ibu 

kota, jumlah penduduk yang tinggi membutuhkan lebih banyak ruang untuk 

pemenuhan tempat tinggal dan menjalani aktivitas ekonomi dan 

pemerintahan. Sehingga di sejumlah wilayah telah terjadi alih fungsi lahan 

dari RTRW yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 Ruang terbuka hijau (green open spaces) merupakan suatu bagian 

dari kawasan ekosistem perkotaan yang berupa ruang terbuka, dimana 

terdapat banyak unsur hijau tanaman dan tumbuhan yang sengaja atau 

tidak sengaja ditanam, yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas 

landscape kota. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030 

menargetkan rencana pengembangan RTH sebesar 30% yang terdiri dari 

20% RTH Publik dan 10% RTH Privat (RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 

2017-2022, 2018). Pada tahun 2021, berdasarkan data dari Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta, luas area tutupan lahan vegetasi 

adalah 146,04 Ha. Visualiasi gambaran luas tutupan lahan bervegetasi di 

DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar II-20. 
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Gambar II-20 Peta Tutupan Lahan Bervegetasi Provinsi DKI 

Jakarta 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov DKI Jakarta, 2021 

 

Proses industrialisasi menstimulasi keberadaan industri yang terus 

meningkat. Kegiatan industri dapat memberikan dampak negatif pada 

kelalaian dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Permasalahan yang 

umumnya terjadi adalah yang berasal dari air limbah, baik air limbah 

industri maupun air limbah domestik industri. DKI Jakarta telah mewajibkan 

penggunaan sewage treatment plant (STP). Dalam skala rumah tangga, 

umumnya menggunakan tangki septik konvensional. Pada kondisi dewasan 

ini, penggunaan tangki septik tidak diikuti dengan pemeliharaan yang sesuai 

standar sehingga beberapa diantaranya termasuk dalam kategori tidak 

layak. Pengurasan secara berkala dalam 1-3 tahun sekali tidak dilakukan 

oleh sebagian besar pengguna. Akibatnya, tangki yang tidak pernah 

dikosongnya tersebut meningkatkan pencemaran air tangki septik ke dalam 

tanah sehingga meningkatkan pencemaran lingkungan, khususnya 

penurunan kualitas air tanah.  
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Sedangkan pada lingkup industri, pemerintah DKI Jakarta secara 

tegas melarang penggunaan tangki septik konvensional. Namun demikian, 

dalam laporan implementasi UKL-UPL sejumlah industri, Suku Dinas DKI 

Jakarta masih menemukan banyak pelaku industri yang belum melakukan 

peralihan menuju sistem pengolahan air limbah yang layak dengan contoh 

penggunaan sederhananya adalah dengan sistem tangki biofilter.  

Dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, 

gaya hidup seseorang mempengaruhi personal hygiene, kebiaasan dalam 

mengelola limbahnya, dan keinginginan untuk membayar (willingness to 

pay) terhadap jasa pengelolaan lingkungan. Pada masyarakat dengan 

tingkat ekonomi menengah sampai menengah ke atas umumnya tinggal 

pada area pemukiman yang layak sehingga memiliki keinginan untuk 

membayar (willingness to pay) dalam sistem pengelolaan sampah dan ikut 

dalam penggunaan sistem air jaringan dan daerah (air ledeng/PAM). 

Sebalikanya, pada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke 

bawah, tinggal pada kawasan padat dan beberapa diantaranya pada 

wilayah kumuh, sehingga pengelolaan sampah tidak terintegrasi.  

Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang cepat 

menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan sekitar sehingga 

akan membentuk kawasan-kawasan kumuh (BPS DKI Jakarta, 2017). 

Masyarakat yang tinggal pada wilayah kumuh sebagian besar membuang 

sampah pada sungai sehingga sebagian besar saluran airnya tidak mengalir 

(menggenang) (BPS DKI Jakarta, 2017). Terdapat 445 RW kumuh di DKI 

Jakarta per Tahun 2017. Detail perbandingan pada antar Kab/Kota 

Administrasi dapat dilihat pada Gambar II-21. 
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Gambar II-21 Jumlah RW di DKI Jakarta yang Masuk Kategori 

Kumuh 

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018 

 

II.2.3 State 

Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-

rata +7 meter di atas permukaan laut. Berdasakan SK Gubernur Nomor 17 

tahun 2007, DKI Jakarta adalah wilayah dengan daratan seluas 662,33 km2 

dan lautan seluas 6.977,5 km2.  DKI Jakarta memiliki 64 danau/waduk/situ, 

23 sungai dengan 13 sungai utama. Beberapa sungai terkait digunakan 

sebagai suber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan lainnya. 

Untuk mengetahui kualitas air lingkungan DKI Jakarta, telah 

dilakukan perhitungan Indeks Kualtas Air yang mengacu pada metode yang 

ditetapkan secara nasional merujuk pada Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup No. 115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, 

dengan baku mutu air mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Lampiran VI. 

Data yang diperhitungan pada perhitungan IKLH yang relevan 

terhadap kualitas air diantaranya adalah Indeks Kualitas Air (IKA) meliputi 
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pemantauan kualitas air permukaan yang mewakili segmentasi sungai dan 

situ dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Tren IKA dan IKAL Provinsi DKI 

Jakarta dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar II-22. 

 

Gambar II-22 Tren Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas 

Air Laut (IKAL) DKI Jakarta 

Sumber: DLH Provinsi DKI Jakarta, 2021 

 

Gambar II-23 Perbandingan Nilai IKA Antar Kab/Kota 

Administrasi DKI Jakarta 

Sumber: DLH Provinsi DKI Jakarta, 2021 
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Dari hasil tinjauan perhitungan IKA, didapatkan aliran sungai yang 

mengalir ke wilayah Jakarta sudah dalam posisi cemaran tinggi. Secara 

geografis kondisi ini tidak mengherankan karena titik tersebut merupakan 

hilir bagi daerah sekitarnya seperti Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten 

Bekasi dan sekitarnya. Sehingga pengelolaan kolaborasi antar pihak secara 

terpadu diperlukan untuk pengelolaan badan air secara menyeluruh.  

Nilai IKA pada tahun 2021 adalah 44,19. Nilai tersebut telah 

mengalami peningkatan dari IKA tahun sebelumnya (41,19). Namun nilai 

IKA masih berada di bawah nilai target tahun 2021, yakni 44,54. Tren 

peningkatan nilai IKA ini dapat mengindikasikan adanya perbaikan badan 

air secara sistematis yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta. 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat kualitas air laut digunakan 

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Pemantauan kualitas air laut tersebar di 

wilayah muara teluk jakarta dan kepulauan seribu. Provinsi DKI Jakarta 

melampaui target IKAL nasional tahun 2021. Hal ini mengindikasikan pada 

tahun 2021 telah terjadi perubahan positif dalam upaya-upaya 

pengendalian pencemaran. Selain itu, pemberlakukan pembatasan kegiatan 

sosial akibat pandemi COVID-19 juga turut memberikan pengaruh positif 

pada perbaikan lingkungan.  

 

Gambar II-24 Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Air 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov DKI Jakarta, 2021 
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Pemantauan kualitas air dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta secara berkala pada sumber-sumber air. Pada tahun 2021, 

dilakukan pemantauan kualitas air pada kualitas air permukaan (sungai, 

danau, laut), air sumur/tanah, dan air hujan. Secara umum, jumlah titik 

sampel pemantauan kualitas air di Tahun 2021 lebih banyak dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan jumlah titik pemantauan 

kualitas air dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar II-24. 

 

II.2.3.1 Kondisi Sungai DKI Jakarta 

 

Gambar II-25 Peta Aliran Sungai, Kanal, dan Drainase DKI 

Jakarta 

Sumber: BBWS Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane 

 

DKI Jakarta memiliki 13 sungai utama dan 4 kanal yang bermuata 

di Teluk Jakarta. Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI 

Jakarta, terdapat 71 segmen sungai dengan total panjang 549,579 km. 

Sungai Ciliwung merupakan sungai terpanjang yang melintasi bagian 

tengah, timur, dan barat DKI Jakarta dengan panjang aliran sungai 36,65 

km. Data lebih rinci terkait dengan kondisi masing-masing sungai 
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ditampilkan pada Lampiran Tabel 27. Sedangkan peta aliran sungai, kanal, 

dan drainase di DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar II-25. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 

terdapat tiga peruntukan utama penggunaan air sungai di DKI Jakarta, 

yakni penggunaan dalam air baku air minum, perikanan, dan usaha 

perkotaan. Pada penyediaan air bersih, dari data PAM Jaya, 82% 

penyediaan air bersih oleh PAM Jaya berasal dari air baku waduk jatilur, 

13,1% dari air curah PDAM Tangerang, 4,8% berasal dari air baku sungai 

Jakarta dan 0.1% lainnya dari air laut. Air Baku dari aliran sungai di DKI 

Jakarta tersebut berasal dari sungai sepanjang 41,22 km yang meliputi 

Sungai Krukut, Mookevart, dan Tarum Barat. Pada Gambar II-26 

ditunjukkan panjang dan luas sungai menurut peruntukannya di DKI Jakarta 

pada tahun 2021. 

 

 

Gambar II-26 Panjang dan Luas Sungai Menurut Peruntukannya 

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021 

Untuk mengetahui hasil kualitas air sungai di Jakarta dan tingkat 

pencemarannya, dilakukan sampling pengukuran kualitas air sungai pada 

120 titik. Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan dengan metode 

Indeks Pencemaran, didapatkan sebanyak 84 titik pengukuran kualitas 

sungai (70%) di Jakarta termasuk ke dalam cemar berat, 27 titik 

pengukuran sungai kualitas sungai (22,5%) termasuk kategori cemar 
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sedang, dan 9 titik pengukuran kualitas sungai (7,5%) termasuk kategori 

cemar ringan.  

 

Gambar II-27 Tingkat Pencemaran pada Sampel Air Sungai 

Sumber: DLH Provinsi DKI Jakarta, 2021 

Dalam membandingkan pengukuran kualitas dari 120 titik 

pengukuran kualitas sungai, perbandingan hasil dikelompokkan pada 23 

segmen sungai. Detail dari jumlah banyak titik pada segmen sungai yang 

digunakan disampaikan pada Tabel II-1. Sedangkan untuk hasil 

pengukuran kualitas air sungai secara lebi rinci dapat dilihat pada Lampiran 

Tabel 29. 

Tabel II-1 Segmen Sungai dan Jumlah Titik Pengukuran Kualitas 

No Sungai Kode Sungai Jumlah Titik 

1 Ciliwung S1 18 

2 Cipinang S2 7 

3 Angke S3 3 

4 Sekertaris S4 4 

5 Sepak S5 3 

6 Mookervart S6 5 

7 Grogol S7 6 

8 Sunter S8 8 

9 Krukut S9 5 

10 Cengkareng S10 2 

11 Buaran S11 5 

12 Petukangan S12 1 

13 Jati Keramat S13 2 

14 Kalibaru Barat S14 6 

15 Kalibaru Timur S15 10 
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No Sungai Kode Sungai Jumlah Titik 

16 Kanal Timur S16 3 

17 Cakung S17 7 

18 Cideng S18 7 

19 Mampang S19 6 

20 Tarum Barat S20 3 

21 Kamal S21 3 

22 Pesanggrahan S22 5 

23 Blencong S23 1 

 

 

Gambar II-28 Hasil Pemantauan Parameter Fisik Kualitas Air 

Sungai DKI Jakarta 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021 

Hasil pemantauan kualitas fisik dari kualitas sungai pada 23 segmen 

sungai dapat dilihat pada Gambar II-28. Berdasarkan hasil pemantauan 

dengan parameter TSS, didapatkan nilai rata-rata box berada pada rentang 

10-120 mg/L. Nilai ukuran box dengan tingkat TSS tertinggi berada pada 

sungai No 15, yakni Sungai Kalibaru Timur. Sedangkan sungai dengan 

rentang persebaran data relatif menunjukkan kualitas yang baik adalah 

sungai No. 22, yakni Sungai Pesanggrahan. Berdasarkan standar baku mutu 

menurut PP 22 Tahun 2021 untuk kategori kelas II adalah 50 mg/L. 

Sehingga dapat diketahui sebagian besar sungai di Jakarta secara fisik 

adalah keruh dan berada pada rentang di atas baku mutu. Padahal 

tingginya nilai TSS dapat mengakibatkan sedimentasi. Selain itu, tingginya 

nilai TSS juga dapat mengindikasikan adanya kegiatan manusia yang 

intensif di sekitar sungai. 
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Gambar II-29 Hasil Pemantauan Parameter Kimia Kualitas Air 

Sungai DKI Jakarta 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021 
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Hasil pemantauan kualitas kimia dari kualitas sungai pada 23 

segmen sungai dapat dilihat pada Gambar II-29. Berdasarkan hasil 

pemantauan untuk mengetahui tingkat kondisi bahan organik dapat dilihat 

pada parameter BOD, COD dan DO. Pada parameetr BOD, didapatkan 

rentang konsentrasi yang lebar dengan kondisi seluruhnya di bawah 100 

mg/L. Pada sungai dengan nilai BOD yang tinggi dapat dilihat adalah sungai 

No. 4, yakni Sungai Sekertaris dengan konsentrasi 50 mg/L. Berdasarkan 

distribusi data dari bentuk box plot, diketahui data relatif berdistribusi 

normal (dapat garis horizontal membagi box hampir sama besar). 

Sedangkan pada nilai COD, didapatkan konsentrasi pada kisaran 10-100 

mg/L. Pada jajaran box  dapat dilihat sungai dengan konsentrasi COD 

tertinggi adalah No. 4, yakni Sungai Sekertaris.  

 

 

 

Gambar II-30 Hasil Pemantauan Parameter Biologi Kualitas Air 

Sungai DKI Jakarta 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021 
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Berdasarkan parameter BOD dan COD, di dapatkan bahwa pada 

Sungai Sekertaris memiliki nilai kandungan organik yang relatif tinggi. Hal 

ini juga diperkuat pada nilai parameter DO yang rendah pada box No. 4 

kisaran 1 mg/l. Selanjutnya untuk mengetahui analisis dari aktivitas rumah 

tangga, dilakukan analisis pada parameter minyak dan lemak. Berdasarkan 

hasil pengukuran, didapatkan seluruh sungai pada wilayah Jakarta memiliki 

nilai minyak dan lemak yang rendah dengan nilai konsentrasi kurang dari 1 

mg/L.  Rendahnya nilai minyak dan lemak dapat terjadi karena sebagian 

diantaranya telah melalui pengolahan dan/atau terjerat dalam lumpur 

sedimentasi. 

Hasil pemantauan kualitas biologi dari kualitas sungai pada 23 

segmen sungai dapat dilihat pada Gambar II-30. Berdasarkan hasil 

pemantauan dengan parameter fecal coliform dan total coliform lebih dari 

10.000 CFU/ 100 mL pada sleuruh segmen sungai. Total coliform 

merupakan parameter yang dapat digunakan untuk standar sanitasi dalam 

menentukan dugaan adanya patogen dalam air. Sedangkan parameter fecal 

coliform digunakan untuk menunjukkan adanya indikasi kontaminasi fekal 

yang berasal dari tinja makhluk hidup. Berdasarkan hasil ini dapat diketahui 

bahwa seluruh segmen sungai di wilayah DKI Jakarta telah tercemar faktor 

mikrobiologi. 

Perhitungan statistik lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui 

parameter kualitas air yang memberikan faktor paling signifikan terhadap 

pengaruh kualitas air sungai di DKI Jakarta. Fitur yang digunakan untuk 

analisis ini adalah dengan meninjau hasil penghitungan seluruh parameter 

uji kualitas air menggunakan algoritma machine learning dari data yang 

dibangun dalam random forest classifier untuk mendapatkan nilai feature 

importance. Hasil nilai feature importance pada antar parameter kualitas air 

sungai di DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar II-31. 
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Gambar II-31 Perbandingan Nilai Feature Importance pada 

Parameter Kualitas Air Sungai 

Feature importance merupakan teknik menghitung skor/nilai dari 

semua input data untuk membagi kelas status mutu dalam mendapatkan 

parameter yang paling signifikan. Dalam perhitungan ini, digunakan setiap 

parameter yang telah diuji pada Lampiran Tabel 29 yang meliputi parameter 

fisika, kimia, dan biologi. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai 

feature importance paling tinggi adalah parameter fecal coliform dan total 

coliform. Skor yang tinggi dari komponen parameter biologis ini 

menunjukkan pengaruh parameter biologis memberikan nilai yang signfikan 

terhadap kualitas air sungai di DKI Jakarta. Hal ini mempertegas terdapat 

indikasi kontaminasi fekal yang dapat berasal dari tinja makhluk hidup 

seperti aktivitas buang air besar sembarangan (BABS) langsung pada air 

sungai atau fasilitas sanitasi yang tidak layak. 

Selanjutnya untuk meninjau pengaruh aktivitas manusia secara 

spasial terhadap penentuan status mutu air dilakukan dengan cara 

pemetaan. Metode yang digunakan untuk penentuan status mutu air 

merujuk pada pedoman Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 

Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air pada lampiran II 

untuk penggunaa metode Indeks Pencemaran. Hasil pemetaan status mutu 

kualitas air sungai dapat dilihat pada Gambar II-32 
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Gambar II-32 Peta Kualitas Air Sungai DKI Jakarta Tahun 2021 

Sumber: DLH DKI Jakarta, 2022 

Berdasarkan hasil pemetaan status mutu kualitas air sungai di atas, 

dapat dilihat nilai indeks pencemaran air sungai di DKI Jakarta di dominasi 

oleh status mutu cemar berat hampir di seluruh wilayah DKI Jakarta. Hal ini 

mengindikasikan, sebagian besar segmen-segmen sungai di DKI Jakarta 

telah tercemar berat. Secara spasial, status mutu cemar berat memusat 

pada penggunaan lahan kawasan niaga, industri/pergudangan, dan 

pemukiman tidak teratur. Selanjutnya, status mutu air sungai menunjukkan 

arah peningkatan kualitas pada wilayah selatan DKI Jakarta yang 

didominasi oleh penggunaan lahan kawasan pemukiman teratur, tidak 

teratur, dan area RTH. Hal ini ditandai tingkat status mutu air yang 

didominasi oleh indeks cemar sedang sampai cemar ringan.  

II.2.3.2 Kondisi Air Danau/Situ/Waduk DKI Jakarta 

Terdapat 64 jumlah danau/situ/waduk di DKI Jakarta per data 

tahun 2021 yang tersebar di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta. Luas 

Danau/Situ/Waduk di DKI Jakarta adalah 4.196.900 m2. Berdasarkan 
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perbandingan Kab/Kota Administrasi, didapatkan Kota Jakarta Timur 

memiliki luas Danau/Sit/Waduk terluas (43%). Detail perbandingan luasan 

Danau/Sit/Waduk menurut Kab/Kota Administrasi dapat dilihat pada 

Gambar II-33. Sedangkan detai luasan dan volume masing-masing danau 

dapat dilihat lebih lanjut dalam Lampiran Tabel 28.  

 

 

Gambar II-33 Luas Situ/Waduk Menurut Kab/Kota Administrasi 

DKI Jakarta 

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Untuk mengetahui hasil kualitas air danau di Jakarta dan tingkat 

pencemarannya, dilakukan sampling pengukuran kualitas pada 64 

Danau/Waduk/Situ di titik inlet, tengah, dan outlet. Sehingga total jumlah 

titik pengukuran pada kualitas air danau adalah 180 titik. Berdasarkan hasil 

pengukuran dan perhitungan dengan metode Indeks Pencemaran, 

didapatkan sebanyak 73 (40,5%) titik pengukuran kualitas danau di Jakarta 

termasuk ke dalam cemar berat, 47 (26,1%) titik pengukuran danau di 

Jakarta termasuk kategori cemar sedang, dan 60 (33,4%) titik pengukuran 

kualitas danau di Jakarta termasuk kategori cemar ringan. 
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Gambar II-34 Tingkat Pencemaran pada Sampel Air Danau/Situ 

Sumber: DLH Provinsi DKI Jakarta, 2021 

 

Pemantauan hasil kualitas air Danau/Situ/Waduk dianalisis 

berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi. Detail hasil pengukuran 

uji kualitas danau dapat dilihat pada Lampiran Tabel 30. 

 

 

Gambar II-35 Hasil Pemantauan Parameter Fisik Kualitas Air 

Danau/Situ DKI Jakarta 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021 

 

Hasil pemantauan kualitas fisik dari kualitas danau/situ/waduk 

dapat dilihat pada Gambar II-35. Berdasarkan hasil pemantauan dengan 

parameter TSS, didapatkan nilai rata-rata box berada pada rentang 10-100 

mg/L. Nilai ukuran box dengan tingkat TSS tertinggi berada pada 

danau/situ/waduk pada area wilayah Jakarta Barat. Berdasarkan distribusi 

data TSS pada area tersebut, diketahui data TSS berdistribusi normal dilihat 
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dari garis horizontal berada di tengah box plot. Secara keseluruhan pada 

analisis statistik dengan box plot, kondisi fisik danau di Jakarta berada pada 

rentang 50 mg/L. Berdasarkan standar baku mutu menurut PP 22 Tahun 

2021 untuk danau dan sejenisnya kategori kelas II adalah 50 mg/L. 

Sehingga sebagian besar danau/situ/waduk di Jakarta berada pada kondisi 

evaluasi kritis, yakni mendekati dari nilai standar baku mutu. Tingginya nilai 

TSS dapat mengakibatkan sedimentasi. Selain itu, tingginya nilai TSS juga 

dapat mengindikasikan adanya kegiatan manusia yang intensif di sekitar 

sungai. 

 

 

 

Gambar II-36 Hasil Pemantauan Parameter Kimia Kualitas Air 

Danau/Situ DKI Jakarta 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021 
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Pada hasil pemantaun kualitas kimia dari kualitas danau/situ/waduk 

dapat dilihat pada Gambar II-36. Berdasarkan hasil pemantauan untuk 

mengetahui tingkat kondisi bahan organik dapat dilihat pada parameter 

BOD, COD dan DO. Pada parameetr BOD, didapatkan rentang konsentrasi 

yang lebar dengan kondisi seluruhnya dibawah 100 mg/L. Pada danau/situ 

dengan nilai BOD yang tinggi didapati pada area wilayah Jakarta barat 

diikuti dengan nilai COD yang juga paling tinggi dan DO yang paling rendah. 

Hal ini berkaitan karena pada nilai BOD dan COD yang tinggi, dibutuhkan 

jumlah oksigen yang lebih banyak untuk menguraikan materi organik. 

Sehingga konsentrasi DO di air permukaan danau/situ khususnya pada area 

Jakarta Barat menjadi lebih rendah dibandingkan wilayah administrasi 

lainnya. Selanjutnya untuk mengetahui pencemaran lainnya dari polusi 

dapat ditinjau dari nilai NO3 (nitrat) dan NO2 (Nitrit). Ditinjau dari hasil uji 

kualitas didapatkan kedua parameter berada pada rentang box dibawah 

nilai 1 mg/L. Sehingga dapat diketahui kondisi air danau di Jakarta pada 

parameter nitrat dan nitriit relatif baik.  

 

Gambar II-37 Hasil Pemantauan Parameter Biologi Kualitas Air 

Danau/Situ DKI Jakarta 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021 

 

Kosentrasi nitrat dan nitrit dapat terjadi dari proses nitrifikasi dan 

denitrifikasi. Dalam air permukaan, nitrifikasi dan denitrifikasi dapat terjadi 

tergantung pada suhu dan pH. Pada pH yang lebih rendah, ion hidronium 

(H+) yang berlebih di dalam air cenderung menghasilkan lebih banyak 
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amonium (NH4
+). Sedangkan pada tingkat pH yang lebih tinggi, hidronium 

yang lebih rendah (H+) cenderung menyeimbangkan reaksi dan beralih ke 

produksi amonia (NH3) (Yu, et al., 2019). 

Hasil pemantauan kualitas biologi dari uji kualitas air 

danau/situ/waduk dapat dilihat pada Gambar II-37. Berdasarkan hasil 

pemantauan dengan parameter fecal coliform dan total coliform lebih dari 

10.000 CFU/ 100 mL pada sleuruh danau. Total coliform merupakan 

parameter yang dapat digunakan untuk standar sanitasi dalam menentukan 

dugaan adanya patogen dalam air. Sedangkan parameter fecal coliform 

digunakan untuk menunjukkan adanya indikasi kontaminasi fekal yang 

berasal dari tinja makhluk hidup. Berdasarkan hasil ini dapat diketahui 

bahwa seluruh danau di wilayah DKI Jakarta telah tercemar mikrobiologi. 

 

Gambar II-38 Perbandingan Nilai Feature Importance pada 

Parameter Kualitas Air Danau/Situ 

Perhitungan statistik lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui 

parameter kualitas air yang memberikan faktor paling signifikan terhadap 

pengaruh kualitas danau/situ di DKI Jakarta. Fitur yang digunakan untuk 

analisis ini adalah dengan meninjau hasil penghitungan seluruh parameter 

uji kualitas air menggunakan algoritma machine learning dari data yang 

dibangun dalam random forest classifier untuk mendapatkan nilai feature 

importance. Hasil nilai feature importance pada antar parameter kualitas air 

danau/situ di DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar II-38. 
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Feature importance merupakan teknik menghitung skor/nilai dari 

semua input data untuk membagi kelas status mutu dalam mendapatkan 

parameter yang paling signifikan. Dalam perhitungan ini, digunakan setiap 

parameter yang telah diuji pada Lampiran Tabel 30 yang meliputi parameter 

fisika, kimia, dan biologi. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai 

feature importance paling tinggi adalah parameter fecal coliform dan total 

coliform. Dengan demikian dapat diketahui, parameter mikrobiologi 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas air pada seluruh 

lokasi sampling air danau/situ di DKI Jakarta. Tingginya nilai parameter 

fecal coliform mengindikasikan terdapat indikasi faktor tinja. Sedangkan 

pada parameter total coliform mengindikasikan sebagai besar air danau/situ 

mengandung organisme patogen penyakit, sehingga dapat mempengaruhi 

kesahatan pengguna pada pemanfaatan air yang kurang memadai.   

 

Gambar II-39 Peta Kualitas Air Danau/Situ 

Sumber: DLH DKI Jakarta, 2022 
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Selanjutnya untuk meninjau pengaruh aktivitas manusia secara 

spasial terhadap penentuan status mutu air dilakukan dengan cara 

pemetaan. Metode yang digunakan untuk penentuan status mutu air 

merujuk pada pedoman Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 

Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air pada lampiran II 

untuk penggunaa metode Indeks Pencemaran. Hasil pemetaan status mutu 

kualitas air danau/situ dapat dilihat pada Gambar II-39. 

Berdasarkan hasil pemetaan status mutu kualitas air di atas, dapat 

dilihat nilai indeks pencemaran air danau/situ di DKI Jakarta di dominasi 

oleh status mutu cemar berat. Pada hasil pemetaan secara spasial, indikasi 

pencemaran memusat pada wilayah pusat dan utara Jakarta. Ditinjau dari 

fungsi penggunaan lahan, pada wilayah ini di dominasi oleh kegiatan niaga 

dan pemukiman tidak teratur. Sedangkan peningkatan kualitas status mutu 

air terjadi pada wilayah barat dan selatan Jakarta. Hal ini ditunjukkan 

dengan dominasi status mutu air cemar ringan khususnya pada wilayah 

dengan penggunaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

II.2.3.3 Kondisi Air Laut DKI Jakarta 

Pesisir Jakarta membujur mulai dari barat (Pantai Muara Kamal) ke 

timur sampai Pantai Marunda sepanjang 
G 60 km atau mencakup areal 
G 

5000 ha. Pesisir jakarta menempati areal sepanjang Teluk Jakarta di pantai 

sebelah utara kota yang terletak di antara lintang 06o 00’ 40” S dan 05o 54’ 

40” S, bujur 106o 40’ T dan 107o 01’ 19” T (Suprijanto, 1996).  

Untuk mengetahui hasil kualitas laut di Jakarta dan tingkat 

pencemarannya, dilakukan sampling pengukuran kualitas laut pada area 

muara, perairan laut, dan pulau di DKI Jakarta. Jumlah total sampling yag 

dilakukan adalan 42 titik dengan detail lokasi muara 11 titik, perairan laut 

(23 titk), dan perairan pulau 8 titik. Berdasarkan hasil pengukuran dan 

perhitungan dengan metode Indeks Pencemaran, didapatkan sebanyak 1 

(2,4%) titik pengukuran kualitas air laut di Jakarta termasuk ke dalam 

cemar berat, 3 (7,1%) titik pengukuran air laut di Jakarta termasuk kategori 
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cemar sedang, dan 38 (90,5%) titik pengukuran kualitas air laut termasuk 

kategori cemar ringan. Detail hasil pengukuran uji kualitas laut ditampilkan 

pada Lampiran Tabel 23. 

 

Gambar II-40 Tingkat Pencemaran pada Sampel Air Laut 

Sumber: DLH Provinsi DKI Jakarta, 202 

 

 

Gambar II-41 Hasil Pemantauan Parameter Fisik Kualitas Air 

Laut DKI Jakarta 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021 

 

Hasil pemantauan kualitas fisik dari kualitas laut di Jakarta dapat 

dilihat pada Gambar II-41. Berdasarkan hasil pemantauan dengan 

parameter kekeruhan dan TSS, didapatkan nilai rata-rata kualitas fisik 

terbaik berada di perairan pulau sedangkan konsentrasi terburuk berada di 
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perairan muara. Berdasarkan aktivitasnya, tingkat aktivitas ekonomi di 

perairan muara Jakarta cukup tinggi, diantaranya adalah kempung nelayan, 

tempat pelelangan, dan pelabuhan ikan. Beberapa titik juga merupakan 

aktivitas kapal untuk menuju pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu.   

 

 

 

 

Gambar II-42 Hasil Pemantauan Parameter Kimia Kualitas Air 

Laut DKI Jakarta 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021 

 

Hasil pemantauan kualitas kimia dari kualitas air laut dapat dilihat 
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di ketiga lokasi menunjukkan nilai yang mendekati nilai 8. Air laut umumnya 

memiliki nilai pH diatas 7 yang berarti bersifat basis. Sehingga hasil uji 

kualitas yang menunjukkan rentang pH 7,8 – 8,2 menunjukkan biota akuatik 

di perairan DKI Jakarta masih berada dalam kondisi ideal. Hal ini karena 

perubahan seperti penurunan pH menujukan terjadi perubahan iklim secara 

global. Karena laut menunjukkan kondisi yang luas dan perubahan pH 

memiliki nilai sensitifitas yang tinggi terhadap aktivitas biota akuatik. Untuk 

kondisi oksigen, rentang hasil pengukuran adalah mendekati 5 atau lebih 

dari 5. Hal ini menunjukkan jumlah oksigen masih dalam kondisi ideal. Pada 

paremeter nitrat, nilai konsentrasi nilai di bawah 0,3 menunjukan hubungan 

siklus nitrogen berada dalam kondisi aman. Selanjutnya untuk mengetahui 

kondisi dari nilai nutrien, digunakan parameter amonia dan pospat. 

Berdasarkan PP 22 Tahun 2021 untuk kondisi biota laut, nilai ammonia 

maksimum adalah 0,3 mg/l, sedangkan pada parameter pospat adalah 

0,015. Berdasarkan hasil yang disajikan pada box plot didapatkan lokasi 

muara memliki nilai nutrien yang tinggi sehingga bukan merupakan 

ekosistem yang ideal untuk mendukung kehidupan biota laut. 

Perhitungan statistik lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui 

parameter kualitas air yang memberikan faktor paling signifikan terhadap 

pengaruh kualitas laut di DKI Jakarta. Fitur yang digunakan untuk analisis 

ini adalah dengan meninjau hasil penghitungan seluruh parameter uji 

kualitas air menggunakan algoritma machine learning dari data yang 

dibangun dalam random forest classifier untuk mendapatkan nilai feature 

importance. Hasil nilai feature importance pada antar parameter kualitas air 

laut di DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar II-43. 
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Gambar II-43 Perbandingan Nilai Feature Importance pada 

Parameter Kualitas Air Laut 

Feature importance merupakan teknik menghitung skor/nilai dari 

semua input data untuk membagi kelas status mutu dalam mendapatkan 

parameter yang paling signifikan. Dalam perhitungan ini, digunakan setiap 

parameter yang telah diuji pada Lampiran Tabel 23 yang meliputi parameter 

fisika dan kimia pada wilayah laut, muara, dan pulau. Berdasarkan hasil 

perhitungan, didapatkan nilai feature importance paling tinggi adalah 

parameter suhu/temperatur dan amonia (NH3). Sehingga didapatkan 

parameter suhu dan amonia memberikan nilai yang signfikan terhadap 

kualitas air laut di DKI Jakarta. Perubahan suhu pada air laut merupakan 

suatu hal yang sensitif untuk mendukung keberlangsungan aktivitas biota 

laut. Kualitas air laut Jakarta juga secara signifikan dipengaruhi oleh 

parameter amonia. Dalam dampak lanjut, tingginya jumlah nutrien pada air 

laut dapat meningkatkan aktivitas fitoplankton dan alga yang dapat 

menurunkan kadar oksigen di air laut.  

Selanjutnya untuk meninjau pengaruh aktivitas manusia secara 

spasial terhadap penentuan status mutu air dilakukan dengan cara 

pemetaan. Hasil pemetaan status mutu kualitas air laut dapat dilihat pada 

Gambar II-44 
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Gambar II-44 Peta Kualitas Air Laut 

Sumber: DLH DKI Jakarta, 2022 

Penentuan status mutu air dilakukan dengan merujuk pada 

pedoman Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 

Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air pada lampiran II untuk 

penggunaa metode Indeks Pencemaran. Berdasarkan hasil nilai Indeks 

Pencemaran yang dipetakan pada wilayah DKI Jakarta, didapatkan 

sebagian besar kualitas air laut DKI Jakarta berada pada status mutu baik. 

Indeks pencemaran semakin meningkat pada area muara atau pantai utara 

Jakarta. Meskipun pada area ini di dominasi oleh cemar ringan, namun 

kegiatan pelepasan limbah cair atau agen pencemar lain secara masif dan 

kontinu hingga dapat menurunkan kualitas pada air laut menunjukkan telah 

dilakukan pencemaran pada skala yang besar. Dengan demikian 

didapatkan, faktor antropogenik atau kegiatan penduduk khususnya 

mendekati area perkotaan, dapat memberikan pengaruh besar terhadap 

kualitas air laut di DKI Jakarta.  
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II.2.3.4 Kondisi Air Tanah DKI Jakarta 

Sebagain masyarakat DKI Jakarta menggunakan air tanah sebagai 

sumber air baku, Untuk mengetahui hasil kualitas tanah di Jakarta dan 

tingkat pencemarannya, dilakukan sampling pengukuran kualitas air tanah 

pada 267 titik sampling yang tersebar di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil 

pengukuran dan perhitungan dengan metode Indeks Pencemaran, 

didapatkan sebanyak 51 (19,1%) titik pengukuran kualitas air tanah di 

Jakarta termasuk ke dalam kondisi baik, 18 (6,7%) titik pengukuran air 

tanah di Jakarta termasuk kategori cemar berat, 63 (23,6%) titik 

pengukuran air tanah di Jakarta termasuk kategori cemar sedang,  dan 135 

(50,6%) titik pengukuran kualitas air laut termasuk kategori cemar ringan. 

Detail hasil pengukuran uji kualitas tanah ditampilkan pada Lampiran  

Tabel 22. 

 

Gambar II-45 Tingkat Pencemaran pada Sampel Air 

Sumur/Tanah 

Sumber: DLH Provinsi DKI Jakarta, 2021 

 

Gambar II-46 Hasil Pemantauan Parameter Fisik Kualitas Air 

Tanah DKI Jakarta 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021 
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Hasil pemantauan kualitas fisik dari kualitas danau/situ/waduk 

dapat dilihat pada Gambar II-46. Berdasarkan hasil pemantauan dengan 

parameter TSS, didapatkan nilai rata-rata box berada pada nilai kurang dari 

10NTU. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 32 Tahun 2017, 

nilai baku mutu parameter kekeruhan untuk penggunaan air higiene sanitasi 

adalah 25 NTU. Dengan demikian didapatkan nilai kualitas fisik air tanah di 

Jakarta termasuk dalam kondisi baik. 

 

 

 

Gambar II-47 Hasil Pemantauan Parameter Kimia Kualitas Air 

Tanah DKI Jakarta 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021 

 

Pada hasil pemantaun kualitas kimia dari kualitas air tanah dapat 

dilihat pada Gambar II-47. Berdasarkan hasil pemantauan untuk 

mengetahui polusi terkait aktivitas manusia dapat ditinjau dari parameter 

Nitrat (NO3) dan Fluorida. Berdasarkan hasil pengukuran didapatkan nilai 
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penggunaan higiene sanitasi menurut Permenkes No 32 Tahun 2017 dan 

pada parameter fluorida di dapatkan nilai kualitas di bawah nilai baku mutu, 

yakni  1,5 mg/L. Nilai nitrat dan fluorida yang rendah mengindikasikan air 

sumur terbebas dari kontaminasi bakteri dan dengan nilai yang berada di 

bawah baku mutu menunjukkan air tanah di Jakarta termasuk air bersih 

yang layak untuk digunakan kebutuhan higiene sanitasi. Selanjutnya untuk 

mengetahui kandungan logam, digunakan parameter besi (fe) dan mangan 

(Mn). Berdasarkan hasil pengukuran didapatkan nilai besii dan mangan di 

wilayah administrasi Jakarta mendekati 1 mg/L. Merujuk pada standar baku 

mutu untuk penggunaan air higiene sanitasi, nilai maksimum mangan 

adalah 0,5 mg/L sedangkan besi 1 mg/L. Kondisi ini menunjukkan kualitas 

air dari segi logam besi dan mangan termasuk evaluasi kritis dengan nilai 

mendekati dan/atau melebihi baku mutu. 

 

 

Gambar II-48 Hasil Pemantauan Parameter Biologi Kualitas Air 

Tanah DKI Jakarta 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021 

 



DIKPLHD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022 II-55 

 

 
 
 

 

Hasil pemantauan kualitas biologi dari uji kualitas air tanah dapat 

dilihat pada Gambar II-48. Berdasarkan hasil pemantauan dengan 

parameter fecal coliform dan total coliform nilai parameter bakteri 

menunjukkan pada kondisi kualitas yang baik. Hal ini tunjukkan pada 

diagram, sebaran data mendekati nilai 0. Total coliform merupakan 

parameter yang dapat digunakan untuk standar sanitasi dalam menentukan 

dugaan adanya patogen dalam air. Sedangkan parameter fecal coliform 

digunakan untuk menunjukkan adanya indikasi kontaminasi fekal yang 

berasal dari tinja makhluk hidup. Berdasarkan hasil ini dapat diketahui 

bahwa sebagain besar air tanah di Jakarta aman untuk digunakan. 

Perhitungan statistik lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui 

parameter kualitas air yang memberikan faktor paling signifikan terhadap 

pengaruh kualitas air tanah di DKI Jakarta. Fitur yang digunakan untuk 

analisis ini adalah dengan meninjau hasil penghitungan seluruh parameter 

uji kualitas air menggunakan algoritma machine learning dari data yang 

dibangun dalam random forest classifier untuk mendapatkan nilai feature 

importance. Hasil nilai feature importance pada antar parameter kualitas air 

tanah di DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar II-49. 

 

Gambar II-49 Perbandingan Nilai Feature Importance pada 

Parameter Kualitas Air Tanah 
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Feature importance merupakan teknik menghitung skor/nilai dari 

semua input data untuk membagi kelas status mutu dalam mendapatkan 

parameter yang paling signifikan. Dalam perhitungan ini, digunakan setiap 

parameter yang telah diuji pada Lampiran Tabel 22 yang meliputi parameter 

fisika, kimia, dan biologi. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai 

feature importance paling tinggi adalah parameter total coliform dan fecal 

coliform. Skor yang tinggi dari komponen parameter biologis ini 

mempertegas bahwa parameter biologis memberikan nilai yang signfikan 

terhadap kualitas air tanah di DKI Jakarta. Penurunan kualitas air tanah 

khususnya akibat dari kontaminasi mikrobiologis patogen dan tinja dapat 

berasal dari pengaruh kebocoran sistem sanitasi atau instalasi pengolahan 

air limbah (IPAL) yang tidak layak. Sehingga kontaminan tersebut 

merembes hingga menyentuh lapisan akuifer tanah.   

 

Gambar II-50 Peta Kualitas Air Tanah 

Sumber: DLH DKI Jakarta, 2022 

Selanjutnya untuk meninjau pengaruh aktivitas manusia secara 

spasial terhadap penentuan status mutu air dilakukan dengan cara 
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pemetaan. Metode yang digunakan untuk penentuan status mutu air 

merujuk pada pedoman Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 

Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dalam lampiran 

II untuk penggunaa metode Indeks Pencemaran. Hasil pemetaan status 

mutu kualitas air tanah di DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar II-50.  

Berdasarkan hasil pemetaan status mutu kualitas air tanah di atas, 

dapat dilihat nilai indeks pencemaran air tanah di DKI Jakarta di dominasi 

oleh status mutu cemar ringan. Secara spasial, status pencemaran 

meningkat pada wilayah pusat, barat, dan utara DKI Jakarta. Indikasi status 

mutu air tanah sebagai cemar berat, meningkat pada wilayah utara DKI 

Jakarta. Hal ini dapat terjadi karena faktor antrogenik atau aktivitas manusia 

seperti pemukiman tidak teratur, kegiatan niaga, dan aktivitas pelabuhan. 

Selain itu, penurunan kualitas air pada wilayah utara juga dapat disebabkan 

karena penurunan muka tanah yang lebih tinggi dan intrusi air laut.  

 

II.2.3.5 Kondisi Air Hujan 

 

 

Gambar II-51 Curah Hujan Sepanjang Tahun 2021 DKI Jakarta 

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi DKI Jakarta 
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Tren curah hujan di DKI Jakarta bervariasi menurut bulannya. Pada 

tahun 2021, curah hujan di DKI Jakartas setiap bulan berkisar antara 35,8 

sampai 604,4 mm. Curah hujan tertinggi terjadi di Bulan Februari dan 

terendah terjadi pada Bulan Juli. Pengukuran curah hujan di lakukan di 

stasiun titik pantau hujan Kemayoran. Tren curah hujan setiap bulan dapat 

dilihat pada Gambar II-51 dan Lampiran Tabel 24. 

Tren kualitas air hujan di DKI Jakarta dapat dilihat pada  

Gambar II-52 dan lebih detail pada Lampiran Tabel. 26. Berdasarkan 

hasil, didapatkan air hujan berada dalam rentang pH 4,5-5,5. Berdasarkan 

data BMKG Indonesia, hasil uji kualitas air hujan pada rentang pH di Jakarta 

termasuk ke dalam kategori hujan asam. Hal ini didukung dengan nilai sulfat 

(SO4) yang juga tinggi. Air hujan yang baru turun umumnya mempunyai pH 

yang rendah (asam). Hal ini disebabkan air hujan yang baru turun banyak 

melarutkan gas CO2 atau gas SO2 yang ada di atmosfer (Said & Widayat, 

2014). Pada kondisi tertentu, oksida sulfur dan oksida nitrogen dari hasil 

pembakaran bahan bakar fosil akan berubah secara kimiawi di atmosfer 

menjadi asam sulfat dan asam nitrat. Proses perubahan NOx menjadi HNO3 

kemudian bereaksi dengan cepat membentuk partikel nitrat (Budiyono, 

2001). 

 

Gambar II-52 Kualitas Air Hujan Tahun 2021 DKI Jakarta 

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi DKI Jakarta 
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Air hujan dianjurkan sebagai sumber air minum yang dapat 

diandalkan oleh penduduk dan lembaga pemerintah (Ozdemir, et al., 2011), 

karena tidak memiliki kelemahan pada beberapa parameter seperti bau, 

rasa, dan warna (Herbst, et al., 2009).  Kualitas air hujan cenderung baik 

sehingga pengolahan air hujan umumnya menggunakan proses filtrasi 

dengan penyesuaian media filter terhadap kualitas air hujan. Kualitas air 

hujan tergantung dari kondisi cuaca atau kualitas udara serta dipengaruhi 

oleh bahan atau material penampungan dan waktu penyimpanan di dalam 

bak penampungnya. Kualitas air hujan ditemukan tergantung pada jenis 

atap dan kondisi lingkungan (Lee, Yang, Han, & Choi, 2009). Material atap 

dan kontaminan yang berada di atasnya dapat memengaruhi kekeruhan 

dan meningkatkan jumlah mikroorganisme. 

 

II.2.4 Impact 

Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang terus 

berkembang menuju kota Metropolitan Internasional. Sebagai wilayah yang 

terus mengalami perkembangan, pembangunan terus dilakukan secara fisik 

sehingga mengubah garis pantai, perubahan sosial ekonomi, biologi dan 

pencemaran kimiawi yang dapat berdampak pada kesehatan. 

Sebagai kota besar dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa, 

keterbatasan lahan menjadi perhatian besar untuk mendukung berbagai 

aktivitas. Sehingga perubahan alih fungsi lahan terjadi untuk mendukung 

segala kompleksitas kehidupan yang heterogen. Akan tetapi dengan 

pembangunan yang terus meningkat tersebut, menimbulkan konsekuensi 

negatif, salah satunya adalah terjadinya penurunan muka tanah (land 

subsidence). Laju penurunan muka tanah di jakarta mencapai 6 cm per 

tahun. Khususnya pada wilayah pantai utara jakarta, tingkat penurunan 

tanah melaju dengan cepat. Penurunan muka tanah tertinggi berada di 

sebagain besar wilayah utara Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta. Hal ini 

karena terjadi karena ekstraksi air tanah untuk pemanfaatan kebutuhan 

sumber air bersih. Selain itu, pada wilayah utara terjadi konsentrasi 
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kegiatan ekonomi dan diperparah dengan kerusakan infrastruktur karena 

banjir. 

Sebagian besar perubahan kawasan Pantai Utara Jakarta berada di 

bawah permukaan laut dan merupakan muara dari 
G 13 sungai, sehingga 

rawan banjir, mempunyai tingkat penecmaran tinggi, dan menimbulkan 

genangan atau rawa-rawa. Geomorgologi kawasan pantai yang juga lunak/ 

tidak solid juga membuat daya dukung tanah rendah dan proses intrusi air 

laut tinggi. Di satu sisi, hidrologi laut dan pengaruh angin musim barat tellah 

menimbulkan abrasi pantai dan pencemaran hutan bakau. Sehingga 

keseluruhan ini menyebabkan sebagian besar kawasan pemukiman tidak 

layak huni dan banyak terdapat pemukiman kumuh dengan kepadatan 

tinggi (Suprijanto, 1996).  

Bangunan yang berada di sepanjang Pantai Jakarta merupakan 

hasil kegiatan manusia yang akan memberikan dampak lingkungan fisik, 

diantaranya adalah perubahan garis pantai karena abrasi dan perubahan 

pola arus. Dampak lingkungan kimiawi juga dapat terjadi karena instrusi air 

laut, serta meningkatnya volume limbah padat dan cair karena kegiatan 

domestik dan industri selain itu, dampak lingkungan biologis mengakibatkan 

menurunnya keanekaragaman biota sungai, muara, dan laut (Suprijanto, 

1996). 

Kemisikinan merupakan permasalahan terkait kesejahteraan yang 

akan memberikan dampak pada beberapa aspek. Kemiskinan dapat 

mengindikasikan keterbatasan dari kemampuan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan dasar hidup. Penduduk miskin di wilayah Provinsi DKI 

Jakarta umumnya tinggal di kawasan kumuh yang memiliki kualitas 

lingkungan serta fisik bangunan yang kurang memadai (Perkim Indonesia, 

2020). Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pad atahun 2021 adalah 

4,72%. Dibandingkan tahun sebelumnya (2020), persentase penduduk 

miskin pada tahun 2021 terjadi peningkatan 0,19%. Pada perbandingan 

antar Kab/Kota Administrasi, jumlah persentase kemiskinan tertinggi berada 

pada Kabupatan Kepulauan seribu (15,06%). Detai perbandingan 
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kemiskinan pada antar Kab/Kota Administrasi DKI Jakarta dapat dilihat pada 

Gambar II-53. 

 

Gambar II-53 Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta 

Sumber: BPS DKI Jakarta, 2022 

 

Pada wilayah kumuh, kesadaran dalam pengelolaan limbah padat 

dan limbah cair cukup rendah. Padahal sampah sangat berpotensi sebagai 

sumber dari penyebaran penyakit. Sehingga lingkungan kumuh akan 

menjadi tempat berkembangnya orgnisme patogen yang berbahaya bagi 

kesehatan manusia. Diantaranya dapat menjadi sarang lalat, tikus, nyamuk, 

dan hewan penyebar patogen lainnya. Selain itu, sampah yang membusuk 

dapat menimbulkan bau dan berbahaya bagi kesehatan. Air lindi yang 

dikeluarkan dari sampah juga dapat menimbulkan pencemaran pada sumur, 

sungai maupun air tanah. Sampah yang tercecer tidak pada tempatnya 

termasuk pada selokan dan sungai dapat menyumbat aliran sehingga juga 

menimbulkan bahaya banjir (BPS DKI Jakarta, 2017).  

Pada wilayah Jakarta secara keseluruhan, sebanyak 0,11% 

masyarakatnya tidak memiliki atau menggunakan fasilitas MCK untuk buang 

air besar. Pada data lebih lanjut, data tersebut terjadi pada Kabupaten 

Kepulauan seribu (4,43%) dan Kota Jakarta Utara (0,65%). Praktik buang 

air besar sembarangan (BABS) akan meningkatkan patogen dan bakteri 
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fekal ke lingkungan khususnya pada sumber air permukaan dan air tanah. 

Perbandingan penggunaan sarana buang air besar pada Kab/Kota 

Administrasi DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar II-54. 

 

Gambar II-54 Sarana Buang Air Besar Per Kab/Kota Administrasi 

DKI Jakarta Tahun 2021 

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

 

Gambar II-55 Akses Sanitasi Layak DKI Jakarta 

Sumber: BPS DKI Jakarta, 2022 

 

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi 

syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga 
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kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki 

septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (BPS Provinsi DKI 

Jakarta, 2021). Pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang memiliki 

akses terhadap sanitasi layak adalah 95,17%. Detail perbandingan 

persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dapat 

dilihat pada Gambar II-55. 

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang 

terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, 

terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur 

terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari 

pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. 

Kategori air minum layak ini tidak termasuk air kemasan, air dari penjual 

keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung 

(BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022). Pada tahun 2021, persentase rumah 

tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak adalah 

94,54%. Perbandingan persentase rumah tangga yang memiliki akses 

terhadap sumber air minum layak menurut Kab/Kota Administrasi dapat 

dilihat pada Gambar II-56. 

 

Gambar II-56 Akses Air Minum Layak DKI Jakarta 

Sumber: BPS DKI Jakarta, 2021 
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Kawasan perkotaan yang terbangun memerlukan adanya dukungan 

prasaran dan sarana yang baik yang terjangkau kepada masyarakat 

berpenghasilan menengah dan rendah. Genangan yang ditimbukan oleh 

genangan dan luapan air permukaan tidak hanya berakibat pada aspek 

kenyamanan lingkungan dan dapat mengganggu aktivitas perkotaan secara 

umum, namun juga berpotensi menimbulkan penyakit bagi masyarakat 

(BPS DKI Jakarta, 2017). Jumlah kasus penyakit dan jenis penyakit di DKI 

Jakarta dapat dilihat pada Gambar II-57. Berdasarkan data tersebut, 

Kasus diare masih cukup banyak ditemukan di DKI Jakarta. Pada Gambar 

II-58 dapat dilihat kasus tertinggi penyakit diare ditemukan di Kota Jakarta 

Barat sebanyak 3.148 kasus atau 25% dari total kasus diare di DKI Jakarta. 

Diare merupakan salah satu water borne disease, yakni bersumber 

dan berkembang melalui air. Sehingga tingginya kasus penyakit diare di DKI 

Jakarta dapat mengidikasian kualitas air di DKI Jakarta masih belum 

memenuhi kualitas yang aman untuk digunakan dalam kebutuhan 

pemenuhan air higiene sanitasi.  

 

 

Gambar II-57 Jumlah Kasus Penyakit dan Jenis Penyakit DKI 

Jakarta Tahun 2021 

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021 
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Gambar II-58 Jumlah Kasus Diare per Kab/Kota Administrasi DKI 

Jakarta Tahun 2021 

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021 

 

II.2.5 Responses 

Jakarta merupakan ‘rumah’ lebih dari 10 juta penduduk pada malam 

hari dan ‘mengakomodir’ tambahan sekitar 3 juta orang penglaju/commuter 

dari daerah sekitar untuk bekerja dan beraktifitas di Kota Jakarta pada siang 

hari. Sebagai konsekuensi logis atas fakta tersebut, maka penyediaann 
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berkelanjutan untuk dihuni bagi semua orang. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat serius dalam menanggapi 

isu permasalahan lingkungan khususnya terkait dengan kualitas air. Hal ini 

karena air merupakan kebutuhan dasar dari setiap makhluk hidup. Bentuk 

respon atau jawaban dari permasalahan terkait dengan penurunan kualitas 

lingkungan dilakukan melalui regulasi dan program yang direncanakan 

dalam target kurun waktu yang direncanakan. Hal ini sesuai dengan arah 

pembangunan di Jakarta yang berwawasan lingkungan mencapai 

peningkatan mutu dalam pengelolaan lingkungan hidup yang 

berkelanjutan. 

Respon terkait dengan stimulasi atau driving force terjadinya 
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Water Sensitive Urban Design (WSUD). Konsep ini merupakan pendekatan 

dari infrastruktur hijau dalam mencipatakan manajemen siklus air kota yang 

berkelanjutan. Usaha yang telah dilakukan diantaranya adalah dengan 

mengimbau setiap kegiatan usaha untuk meningkatkan area resapan air 

dan vegetasi. Selain itu, untuk memperlambat laju air limpasan hujan (run 

off), pemerintah juga meningkatkan area resapan air limpasan dengan 

menggunakan sistem permeable paving khususnya pada area pejalan kaki 

(pedestrian walkway) . 

Usaha dalam manajemen sumbar daya air juga disusun dalam 

program untuk dilaksanakan dalam jangka panjang dan menengah. Pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait dengan 

sumber daya air di DKI Jakarta, beberapa program direncanakan termasuk 

peningkatan infrastruktur air.  

Menurut data dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta 

(2018), 96% air permukaan di Jakarta tercemar berat dikarenakan sanitasi 

yang buruk. Pada kondisi saat ini, pembuangan air limbah dilakukan secara 

langsung dari perumahan padat penduduk hingga perumahan mewah, 

perkantoran, dan pabrik ke badan air. Rendahnya kualitas air di Jakarta 

dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: 

1) Air limbah domestik yang tidak terolah dan limbah padat (sampah)  

2) Sistem perpipaan air limbah yang ada baru mencakup 6-10% wilayah 

di Jakarta 

3) Kualitas infrastruktur tangki septik yang buruk dan jarang dilakukan 

penyedotan lumpur menyebabkan kebocoran 

4) Infiltrasi air limbah dari tangki septik ke tanah. 

5) Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan air limbah 

6) Tidak semua industri memiliki IPAL yang berfungsi dengan baik dan 

sistem pemantauan yang baik 

7) Masih rendahnya pemantauan dan penegakan hukum terhadap para 

pencemar.  
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Untuk menjawab permasalahan terkait tekanan atau pressure dari 

kerangkan kualitas air, upaya Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber 

Daya Air dalam menyelesaikan permasalahan air limbah di Jakarta adalah 

melalui program Jakarta Sewerage and Sanitation (JSS). JSS merupakan 

dasar rencana induk baru untuk pengelolaan air limbah Jakarta. JSS 

mempunyai visi untuk meningkatkan kualitas air sungai saat ini sampai pada 

tingkat sungai yang dapat digunakan sebagai sumber air untuk sistem 

penyediaan air di DKI Jakarta pada tahun 2050.  

 

Gambar II-59 Peta Zona Perencanaan Pembangunan SPALD-T 

Skala Perkotaan 

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2018 

 

Proyek Pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS) berperan 

sebagai Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di 

DKI Jakarta. Sistem ini direncanakan untuk melakukan pengolahan air 

limbah domestik dari sumber yang dialirkan melalui sistem perpipaan 

menuju ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk dilakukan pengolahan 

sehingga hasil akhirnya dapat memenuhi standar baku mutu. Program JSS 

direncanakan untuk dibangun pada 15 zona dengan pemabngunan 5 zona 

prioritas antara lain: 
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- Zona 1 : Kawasan Waduk Pluit 

- Zona 2  : Kawasan Waduk Muara Angke  

- Zona 5 : Kawasan Waduk Sunter Utara 

- Zona 6 : Kawasan IPLT Duri Kosambi 

- Zona 8 : Kawasan Waduk Marunda 

 

Sebagian besar rumah tangga di Jakarta menggunakan tangki 

septik sederhana untuk mengolah air dan lumpur tinja. Tangki Septik 

sebenarnya adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah black (kakus) 

dan grey (mandi dan cuci) yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa 

masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air 

limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa 

mengganggu lingkungan. Namun demikian, sebagian besar pengguna 

tangki septik di Jakarta tidak diikuti dengan pemeliharaan secara berkala 

sehingga beberapa diantaranya menjadi tidak layak dapat dapat 

menyebabkan pencemaran lingkungan. Untuk mengurangi pencemaran 

karena kegagalan fungsi tangki septik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

mempunya program untuk melakukan revitalisasi tangki septik rumah 

tangga.  

Revitalisasi Tangki Septik adalah kegiatan untuk menyediakan 

tangki septik yang berkualitas, berfungsi dengan baik dan memenuhi baku 

mutu yang dilakukan dalam bentuk pembangunan ataupun perbaikan. 

Program ini diperkuat dengan disahkan dalam Peraturan Gubernur DKI 

Jakarta Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah 

Tangga. Dalam peraturan tersebut dimaklumatkan bawha pemerintah 

memberikan subsidi atau alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah 

daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara pengelolaan air 

limbah yang merupakan selisih antara biaya revitalisasi dengan kemampuan 

masyarakat yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam 

membangun atau memperbaiki tangki septik rumah tangga agar biayanya 

dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Besar penerimaan yang 
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diberikan dari subsidi kisaran Rp 200.000 – Rp 350.000. Pada tahun 2020 

dan tahun 2021, program perbaikan sanitasi masyarakat telah membangun 

1.693 unit tangki septik layak (PAM Jaya, 2022).  

Dalam hal keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH), untuk 

meningkatkan infiltrasi, beberaa rencana penyediaan dan pengelolaan RTH 

diantaranya adalah: 

1) Peningkatan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau Taman. 

2) Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Taman 

3) Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau Taman. 

4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga RTH taman 

 

Tabel II-2 Rencana Pembangunan dan Penataan Taman Maju 

Bersama dan Taman Pintar 

No 
Jenis 

Taman 

Penambahan Jumlah Lokasi Target 

Akhir 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Taman Maju 

Bersama 
6 20 20 20 20 86 

2 Taman Pintar 15 40 40 40 40 175 
 Total 21 60 60 60 60 261 

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, 2017 

 

Dalam perencanaan pengembangan RTH pada tahun 2018-2022, 

pembangunan RTH Taman dikembangkan dengan konsep Taman Pintar 

dan Taman Maju Bersama. Jumlah rencana pembangunan taman maju 

bersama dan taman pintar dapat dilihat dalam Tabel II-2. 
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Gambar II-60 Ilustrasi Pengembangan Taman dengan Konsep 

Taman Pintar dan Taman Maju Bersama 

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, 2018 

 

Respon terkait dengan state atau keadaan dari kondisi kualitas dan 

pemenuhan kebutuhan air, pemenuhan kebutuhan air bersih warga Jakarta 

dipasok oleh PAM Jaya yang bermitra dengan PT Palyja dan PT Aetra. Area 

pelayanan air bersih untuk warga Jakarta dibagi menjadi dua wilayah. Yakni 

wilayah barat yang dilayani oleh PT Palyja dan wilayah timur yang dilayani 
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PT Aetra (PAM Jaya, 2020). Pada tahun 2021 pelayanan air di wilayah DKI 

Jakarta baru melayani 65% area. Meskipun demikian, jumlah pelanggan 

dan kubikasi yang disalurkan atau dijual oleh PAM di DKI Jakarta pada setiap 

tahunnya terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2% 

dengan pertumbuhan tren dapat dilihat pada Gambar II-61. Pertumbuhan 

jumlah pelanggan air bersih yang meningkat sejalan dengan meningkatkan 

kubikasi yang dijual oleh PAM. 

 

Gambar II-61 Tren Jumlah Pelanggan dan Kubikasi Air Terjual 

PAM DKI Jakarta 

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

Berdasarkan data PAM Jaya DKI Jakarta, kelompok non niaga 

merupakan jumlah pelanggan air bersih terbesar di DKI Jakarta. Volume air 

yang disalurkan oleh PAM pada golongan non niaga tersebut lebih dari 80% 

disalurkan kepada kelompok rumah tangga. Perbandingan jenis pelanggan 

PAM secara keseluruhan pada tahun 2021 dapat dilihat pada  

Gambar II-62. 
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Gambar II-62 Jenis Pelanggan PAM DKI Jakarta 

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

 

Gambar II-63 Sumber Air PAM DKI Jakarta 

Sumber: www.pamjaya.co.id 

 

Untuk memenuhi kebutuhan permintaan air bersih di DKI Jakarta, 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk memperluas cakupan 

pelayanan melalui penambahan penyediaan air bersih baik dari 

pengembangan fasilitas pengolahan air bersih di wilayah Jakarta maupun 

pemenuhan pasokan air bersih dari luar Jakarta, penurunan tingkat 

kebocoran air serta memperbaiki kualitas layanan air bersih yang 
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diprioritaskan pada wilayah - wilayah dengan kualitas air terburuk. Salah 

satu upaya yang direncanakan untuk meningkatkan penyediaan sumber air 

bersih di Jakarta adalah dengan pembangunan sistem penyediaan air 

minum (SPAM) Jatiluhur yang masih dalam proses pada tahun 2021 ini. 

Pembanguan SPAM Jatihulur I merupakan kerjasama Pemerintah dengan 

Badan Usaha (KPBU) yang akan melayani wilayah DKI Jakarta, Kabupaten 

Bekasi dan Kabupaten Karawang. 

Terkait kondisi dari kualitas air permukaan khususnya pada sungai 

dengan tingkat pencemaran dari rendah sampai berat, Pemerintah 

melangsungkan upaya pembenahan secara alamiah dengan 

memperhatikan ekosistem dan lingkungan melalui naturalisasi sungai/kali. 

Naturalisasi bertujuan untuk mengelola arus sungai agar air dapat meresap 

ke tanah di sepanjang perjalanannya ke hilir. Naturalisasi sungai juga 

dimaksudkan untuk mempertahankan ekosistem sungai dan lingkungan di 

sekitarnya. Usaha naturalisasi sungai yang dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta seperti pembersihan pada kelok sungai, penanaman 

pohon, penanaman rumput, dan juga tanaman air. Keberadaan pepohonan 

di sekitar sungai dapat meningkatkan ruang daerah serapan air (RPJMD 

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, 2018). 

Kondisi penurunan kualitas air khsuusnya pada wilayah daerah 

aliran sungai di Jakarta diantaranya adalah karena terdapat sejumlah 

kantung-kantung area kumuh yang menempati ruang DAS sungai. Dalam 

upaya pembenahan untuk meningkatkan kawasan kumuh menjadi kawasan 

yang layak dan sehat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tiga 

rangkaian utama kegiatan (RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, 

2018), diantaranya 

1) Community Action Plan (CAP) 

merupakan suatu program yang turut serta mendorong terciptanya 

koordinasi dan kolaborasi dari berbagai pihak di lingkungan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta para stakeholders, yang 
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selanjutnya menjadi acuan keberlanjutan Program Penataan 

Kawasan. 

2) Collaborative Implementation Program (CIP)  

Merupakan langkah lanjutan untuk merealisasikan konsep CAP yang 

telah disusun. Proses CIP dilakukan melalui pembangunan fisik dan 

pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, antara lain dengan land 

consolidation. 

3) Program Monitoring dan Evaluasi 

Merupakan upaya untuk menjaga keberlanjutan program penataan 

kawasan, yang hasil rekomendasinya diharapkan dapat menjaga 

keberlanjutan program tersebut 

 

Salah satu startegi jangka panjang dalam memperbaiki tata kelola 

air sekaligus untuk mengurangi potensi banjir di wilayah Provinsi DKI 

Jakarta adalah dengan menangani penggunaan air tanah secara tidak 

berkelanjutan. Hal ini perlu menjadi fokus selanjutnya karena penggunaan 

air tanah dapat berkontribusi pada terjadinya land subsidence atau 

penurunan permukaan tanah. Pemakaian air tanah di lingkunga DKI Jakarta 

cukup tinggi selain karena keterbatasan layanan air PAM, juga terkait 

dengan keadaan ekonomi pengguna.  

Penggunaan air tanah sudah melewati batas aman (30%) hingga 

lebih dari 70%. Sehingga untuk mencegah kerusakan yang kian menjadi, 

akan dilakukan enforcement dengan memastikan cukupnya kapasitas 

resapan air hujan pada bangunan-bangunan dan mengelolan kegiatan 

infrastruktur besar dimana merupakan area penurunan permukaan tanah 

ekstrem. Pemerintah juga akan mengoptimalisasi sumur-sumur resapan 

kolektif dan giant biopori dan alternative-alternatif lain untuk 

memaksimalkan penyerapan air di ruang publik guna meminimalkan 

penurunan tanah di sejumlah kawasan (RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 

2017-2022, 2018).  
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Untuk itu, dalam merespon impact tersebut, Pemerintah DKI 

Jakarta telah membuat regulasi sebagai responses terkait pengelolaan 

untuk menjaga kualitas lingkungan yang berkelanjutan melalui Peraturan 

Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Zona Air Tanah. Zona air tanah 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemampuan kondisi akuifer atau 

peta zonasi konservasi air tanah dan dukungan jaringan air bersih. Sehingga 

melalui peraturan ini, sebagian pemilik bangunan di Jakarta mulai tahun 

2023 dilarang untuk menggunakan sumber air tanah. 

Efektivitas kebijakan dan program dalam me-responses upaya 

peningkatan kualitas air dan sumber daya akhir dapat diukur dari 

peningkatan kualitas hidup. Salah satu tools yang dapat digunakan adalah 

melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan tolak ukur 

keberhasilan sebagai upaya dalam membangun kualitas hidup manusia di 

suatu wilayah. IPM diberntuk oleh tiga dimensi dasar, yakni umur panjang 

dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi 

dasar IPM ini kemudian dihitung dengan nilai yang sama dan tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain (Unit Pengelola Statistik, 2021) 

Menurut United Nations Development Program, IPM terbagi 

menjadi empat kategori yaitu kategori sangat tinggi dengan nilai IPM lebih 

dari 80, kategori tinggi dengan nilai IPM pada rentang 70 sampai dengan 

79, kategori sedang dengan nilai IPM pada rentang 60 sampai dengan 69, 

dan kategori rendah dengan nilai IPM di bawah 60. Nilai IPM DKI Jakarta 

terus berkembang setiap tahunnya dapat menggambarkan kualitas hidup 

masyarakat yang terus meningkat. Nilai IPM DKI Jakarta bahkan merupakan 

yang tertinggi dibandingkan dengan 33 provinsi lainnya di Indonesia. Pada 

Gambar II-64 dapat dilihat nilai IPM DKI Jakarta pada tahun 2021 

merupakan yang tertinggi dengan nilai IPM 81,11. Jika dilihat menurut 

wilayah administrasi, nilai IPM di Jakarta Selatan merupakan yang tertinggi 

dengan nilai IPM pada tahun 2021 adalah 84,9. Peningkatan indeks kualitas 

manusia dapat terjadi karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus giat 
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untuk melakukan peningkatan kualitas lingkungan khususnya pada kualitas 

air bersih untuk meningkatkan kualitas hidup. 

 

Gambar II-64 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta 

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022 

 

II.3 Kualitas Udara 

Kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya terhadap udara 

menjadi prioritas utama untuk kelangsungan hidup. Udara di Atmosfer 

terdiri atas berbagai jenis gas dengan sebagian besar tersusun atas 

Nitrogen (N2) sekitar 78,08% dan Oksigen (O2) sekitar 20,95%, sedangkan 

sisanya merupakan gas-gas lain dengan volume yang relatif kecil karena 

berfungsi sebagai penyeimbang diantara gas lainnya yang utamanya 

dihasilkan dari makhluk hidup.  

Perkembangan teknologi dan industri mengubah pola aktivitas 

manusia yang seiring waktu semakin tinggi intensitasnya. Pertumbuhan 

industri, manufaktur, bisnis hingga mobilitas manusia memiliki potensi 

peningkatan emisi yang kemudian dapat memengaruhi kualitas udara. 

Beberapa jenis pencemar tersebut dapat berupa  

Sebagai pusat negara dan pusat ekonomi, kondisi dan kualitas 

udara di Provinsi DKI Jakarta penting untuk dikendalikan. Sehubungan 

dengan hal tersebut, akan dilakukan pembahasan terkait berbagai isu-isu 
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kualitas udara melalui Analisis Driving Force, Pressure, States, Impacts & 

Responses (DPSIR) yang memengaruhi kualitas udara perkotaan di Provinsi 

DKI Jakarta. 

 

 

Gambar II-65 DPSIR Kualitas Udara 
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II.3.1 Driving Force 

Perubahan kualitas udara khususnya di Provinsi DKI Jakarta dapat 

didorong oleh dinamika ekonomi berupa pertumbuhan industri-bisnis 

hingga berbagai pembangunan infrastruktur yang menunjangnya. Selain itu 

didorong oleh pergerakan dinamika sosial mengingat status Provinsi DKI 

Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kawasan metropolitan. Kedua 

dinamika tersebut memberikan berbagai perubahan terhadap kehidupan 

masyarakat yang kemudian dapat berpengaruh tidak hanya terhadap aspek 

ekonomi dan soial semata, namun terhadap lingkungan khususnya kondisi 

udara di Provinsi DKI Jakarta. 

Berdasarkan Bank Indonesia (2022), Provinsi DKI Jakarta 

mengalami pemulihan ekonomi pada tahun 2021 melalui peningkatan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang pada tahun 2020 mengalami 

kontraksi  

(-2,39%) menjadi pertumbuhan (3,56%) pada tahun 2021. Pemulihan yang 

terjadi didukung oleh mulai dilonggarkannya kebijakan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) dengan tingkat pengendalian kasus COVID-19 yang 

lebih terkendali.  

 

Gambar II-66 Rerata Pengeluaran Per Kapita Bulanan Provinsi 

DKI Jakarta Tahun 2020 dan Tahun 2021 

Sumber: (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022) 
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Kondisi pelonggaran tersebut lantas menghidupkan aktivitas 

masyarakat dimana konsumsi Rumah Tangga (RT) mengalami kenaikan dari 

yang sebelumnya terkontraksi (-2,23%) pada tahun 2020 menjadi 

pertumbuhan (3,63%) pada tahun 2021. Hal ini didukung dengan 

peningkatan rerata pengeluaran per kapita bulanan RT Provinsi DKI Jakarta 

sebesar 3,47% dibandingkan tahun 2020. 

 

Gambar II-67 Penerbitan IMB Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022) 

 

Dari segmen konstruksi, terjadi peningkatan jumlah perusahaan 

bidang konstruksi sebanyak 4.791 perusahaan atau 49,32% dibandingkan 

tahun 2020 seperti pada Gambar II-67 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022). 

Semakin banyaknya perusahaan bidang konstruksi merupakan indikasi 

semakin meningkatknya aktivitas konstruksi di Provinsi DKI Jakarta yang 

ditandai dengan lonjakan kenaikan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) sebesar 49% pada tahun 2021. Sedangkan dari sektor Jalan, tidak 

ada penambahan ruas jalan di Provinsi DKI Jakarta (Data lebih rinci 

ditampilkan dalam Lampiran Tabel 40). 

 

Gambar II-68 Perubahan Penambahan Ruas Jalan 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Bina Marga, 2021 
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Pertumbuhan tersebut berbanding lurus dengan kenaikan jumlah 

kendaraan sebagai imbas dari meningkatnya aktivitas masyarakat. Seperti 

dalam Gambar II-69, pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah 

kendaraan bermotor sebesar 7,60% dibandingkan tahun 2020 yang 

didominasi oleh sepeda motor sebanyak 16,52 juta unit. Sekitar 93% dari 

keseluruhan kendaraan bermotor tersebut menggunakan bahan bakar 

bensin (Data rinci ditampilkan dalam Lampiran Tabel 39). 

 

Gambar II-69 Jumlah Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta 2021 

Sumber :  (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022) 

 

 

Gambar II-70 Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis 

Bahan Bakar yang Digunakan di Provinsi DKI Jakarta 2021 (Unit) 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2021 
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kualitas udara. Kebutuhan akan penggunaan bahan bakar dalam setiap 

aktivitas masyarakat menjadi salah satu sumber emisi terbesar terhadap 

udara di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

DKI Jakarta (2020), penggunaan bahan bakar paling banyak berasal dari 

sektor transportasi (44%) kemudian diikuti oleh Industri Energi (31%) dan 

Industri Manufaktur (10%). Tidak hanya penggunaan bahan bakar sektor 

transportasi, penggunaan bahan bakar untuk aktivitas industri dan rumah 

tangga seperti Gambar II-71 dan Gambar II-72 (Data lebih rinci 

ditampilkan dalam Lampiran Tabel 38) juga berpotensi memengaruhi 

kualitas udara.  

 

Gambar II-71 Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah 

Tangga 

Sumber: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, 2020 

 

 

Gambar II-72 Persentase Penggunaan Bahan Bakar di Provinsi 

DKI Jakarta Berdasarkan Sektor 

Sumber : (DLH; Vital Strategies; Bloomberg Philantrhopies, 2021) 
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Peningkatan aktivitas masyarakat dan industri termasuk 

penggunaan bahan bakar di dalamnya pada tahun 2021 memberikan 

sumbangan emisi terhadap udara Provinsi DKI Jakarta dalam setiap sektor 

dengan emisi dari gas Karbon Monoksida (CO) menjadi yang paling dominan 

(96,36%). Seperti yang ditampilkan Gambar II-73, sektor transportasi 

memiliki sumbangsih paling tinggi terhadap emisi gas CO yang dihasilkan 

dari proses pembakaran bahan bakar, khususnya pembakaran tidak 

sempurna kendaraan bermotor yang biasanya sering terjadi pada 

kendaraan-kendaraan tidak lulus uji emisi. Sedangkan sektor industri 

(manufaktur dan energi) menghasilkan emisi Sulfur Dioksida (SO2) paling 

tinggi (87,13%) dan Nitrogen Oxides (NOx) kedua tertinggi akibat aktivitas 

pembakaran bahan bakar pada sumbernya seperti batu arang, minyak 

bakar, gas dan sebagainya serta pembakaran bahan bakar fosil utamanya 

pada pembangkit listrik (Ikhwan, 2021 dan DLH, Vital Strategies; Bloomberg 

Philantrhopies, 2021).  

 

 

Gambar II-73 Beban Emisi Sesuai Sektor di Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: (Ikhwan, 2021 ; DLH, Vital Strategies, Bloomberg Philantrhopies, 2021) 
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Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan seiring dengan pelonggaran PPKM. Melalui Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta, Anies Basewedan, jumlah pengguna kendaraan umum harian di 

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 sebanyak 350 ribu sedangkan pada 

akhir tahun 2021 naik mencapai hingga 1 juta pengguna setiap hari .  

Tidak hanya dalam sektor transportasi, peningkatan aktivitas 

masyarakat yang didalamnya termasuk aktivitas industri, manufaktur, bisnis 

hingga pengembangan infrastruktur (fasilitas dan sarana) menjadi 

penyebab meningkatnya kegiatan konstruksi yang dapat berimbas kepada 

berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi DKI Jakarta, dimana 

luas RTH pada tahun 2020 sekitar 9,20% dari total luas Provinsi DKI Jakarta 

(Mahmudah, 2021). Namun melalui data dari jakartasatu.jakarta.go.id 

(2022), luasannya pada tahun 2021 menyusut menjadi 5,18%. Padahal RTH 

memiliki fungsi ekologis yang penting untuk perkotaan sebagai peredam 

debit air limpasan (dapat menigkatkan kuantitas air tanah) hingga 

mengurangi polusi udara melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh 

tumbuhan autotrofik di RTH. Sehingga menyusutnya RTH akan 

berpengaruh terhadap kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta. 

Peningkatan ekonomi yang berimbas terhadap kenaikan tingkat 

konsumsi rumah tangga (RT) di Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi 

penyebab semakin tingginya timbulan limbah padat yang ada. Pada tahun 

2021, timbulan sampah di Provinsi DKI Jakarta mencapai 8.448 ton/hari 

atau mengalami kenaikan 0,93% dibandingkan tahun lalu dengan komposisi 

limbah padat jenis organik mencapai 53,75% (DLH Provinsi DKI Jakarta, 

2022). Timbulan sampah (khususnya organik) yang tidak dikelola dengan 

baik (cth. Dengan open dumping) memiliki potensi menghasilkan 

pencemaran udara berupa emisi Gas Rumah Kaca (Metana-CH4, Karbon 

Dioksida-CO2 dan lainnya) dengan potensi emisi (faktor emisi) 75kgCH4/ton 

sampah dikelola (1.875kgCO2/ton sampah dikelola) dan 210kgCO2/ton 

sampah dikelola (Damanhuri, Handoko, & Padmi, 2014).  
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Gambar II-74 Potensi Emisi GRK dari Limbah Padat (Organik) di 

Provinsi DKI Jakarta 

 

Dengan TPA Bantargebang sebagai tempat akhir limbah padat 

untuk mayoritas limbah padat dari DKI Jakarta yang sistem pengolahannya 

sebagian besar secara open dumping (sampah hanya ditumpuk tanpa diberi 

lapisan penutup atau diolah lebih lanjut), maka terdapat potensi emisi GRK 

CH4 (340 tonCH4/hari) dan CO2 (953 tonCO2/hari) seperti pada  

Gambar II-74. Tingginya potensi emisi GRK dapat berdampak terhadap 

peningkatan temperatur udara di Provinsi DKI Jakarta (peningkatan UHI) 

hingga turunnya nilai THI. 

 

II.3.3 State 

Berbagai jenis emisi yang berasal dari kegiatan masyarakat 

merupakan pressure yang kemudian membentuk kondisi (states) dan 

kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta. Kondisi udara tersebut dapat dinilai 

dari kualitas udara ambien yang dihasilkan di setiap wilayah Provinsi DKI 

Jakarta sepanjang tahun 2021 melalui hasil pengujian dari setiap parameter 

pencemar. Pengukuran dilaksanakan pada lokasi yang dianggap dapat 

merepresentasikan kualitas udara bagi setiap wilayah administratif seperti: 

a) DKI-1 Bunderan HI (Jakarta Pusat); b) DKI-2 Kelapa Gading (Jakarta 

Utara); c) DKI-3 Jagakarsa (Jakarta Selatan); d)DKI-4 Lubang Buaya 

(Jakarta Timur); e)DKI-5 Kebon Jeruk (Jakarta Barat) dengan satuan 

µg/Nm3 (mikrogram per Normal meter kubik).  
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Gambar II-75 Kualitas Udara Ambien 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021 

 

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup telah ditetapkan 

baku mutu udara ambien atau nilai pencemar udara yang ditenggang 

keberadaannya dalam udara ambien (udara bebas pada lapisan troposfer). 

Jika kualitas udara suatu wilayah melebihi baku mutu udara ambien maka 

terdapat potensi udara di wilayah tersebut tidak dapat memenuhi fungsinya, 

khususnya sebagai sumber respirasi dan justru dapat membahayakan 

manusia serta makhluk hidup lainnya (dampak lebih lanjut dapat dianalisis 

melalui Indeks Standar Pencemaran Udara/ISPU atau Indeks Kualitas 

Udara/IKU). 

Gambar II-75 (Data lebih rinci ditampilkan dalam Lampiran Tabel 

37) menunjukan hasil pengukuran kualitas udara di setiap wilayah 

administratif Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021. Konsentrasi SO2 yang 

melebihi baku mutu berada di wilayah DKI-2 (Jakarta Utara) dengan nilai 

51,76 µg/Nm3, mengindikasikan wilayah dengan aktivitas pembakaran 

bahan bakar fosil khususnya kendaraan, peralatan dan kapal mengingat 
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wilayah Jakarta Utara merupakan wilayah industri dengan beberapa 

pelabuhan dimana aktivtas yang berkaitan dengan transportasi khususnya 

perkapalan dan/atau transportasi lainnya (dari sumber pembakaran bahan 

bakar fosil) paling banyak terjadi di Wilayah Jakarta Utara, terlebih dengan 

banyaknya area rekreasi (cth. Ancol, Pantai Indak Kapuk, dll). Selain itu 

beberapa pembangkit listrik berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 

Pluit, Cilegon dan Tanjung Priok yang bahan bakar utamanya berupa batu 

bara atau minyak bumi dapat menjadi salah satu kontributor dominan nilai 

SO2 di wilayah Jakarta Utara.  

Untuk konsentrasi pencemar PM10, PM2,5 dan O3 di setiap wilayah 

melebihi nilai baku mutunya. Kedua pencemar yang disebutkan di awal 

tersebut merupakan partikel kasar tersuspensi yang dapat berbentuk 

padatan atau cairan dengan diameter hingga 10 µg (PM10) dan hingga 2,5 

µg (PM2,5), yang dapat bersumber dari asap, debu dan kotoran jalanan, 

konstruksi, tempat pengolahan sampah hingga agrikultur serta aktivitas 

industri (manufaktur dan/atau pembangkit listrik). Sehingga tingginya 

kedua pencemar tersebut mengindikasikan aktivitas masyarakat dan 

industri yang tinggi di Provinsi DKI Jakarta seiring dengan membaiknya 

kondisi perekonomian. Sedangkan pencemaran O3 banyak bersumber dari 

polusi kendaraan, pembangkit listrik, kegiatan industri (cth. Boiler, industri 

kimia dll) serta cat dan zat pembersih. Parameter lainnya seperti CO dan 

NOx masih berada di bawah baku mutu yang berlaku. 

 

Gambar II-76 Nilai IKU di Setiap Wilayah Administratif Provinsi 

DKI Jakarta 2021 

Sumber: (DLH Provinsi DKI Jakarta, 2021) 
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Kondisi kualitas udara tersebut kemudian dapat digunakan untuk 

menilai pencemaran udara di suatu daerah melalui perhitungan IKU dengan 

metode Common Air Quality Index (CAQI) yang menggunakan Kesehatan 

sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kategori seperti pada 

Gambar II-76. Berdasarkan perhitungan IKU di setiap wilayah 

administratif Provinsi DKI Jakarta, Kab. Kepulauan Seribu memiliki nilai IKU 

paling tinggi yaitu sebesar 94,65 kemudian diikuti oleh Jakarta Selatan 

(70,20), Jakarta Pusat (67,90), Jakarta Barat (64,75), Jakarta Timur (50,97) 

dan Jakarta Utara (50,62) dimana nilai IKU yang semakin mendekati 100 

mengindikasikan kondisi kualitas udara yang semakin baik. Apabila 

meninjau kembali dengan nilai IKU, maka rendahnya nilai IKU pada wilayah 

Jakarta Utara dan Jakarta Timur dapat diakibatkan oleh lebih tingginya 

pencemaran udara di kedua wilayah tersebut dibandingkan wilayah lainnya. 

Sedangkan jika dilakukan perhitungan rata-rata IKU untuk tahun 

2021, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan nilai 66,52 atau mengalami 

penurunan sebesar 0,17 poin dibandingkan tahun lalu. Maka dapat 

dikatakan bahwa kualitas udara pada tahun 2021 lebih buruk dibandingkan 

pada tahun 2020. Meskipun begitu, tidak menyebabkan terjadinya 

penurunan kelas status karena masih dalam rentang skor dengan kategori 

cukup baik (DLH Provinsi DKI Jakarta, 2021). 

 

 

 

Gambar II-77 Nilai IKU Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021 

Sumber: (DLH Provinsi DKI Jakarta, 2021) 
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Aktivitas manusia tidak hanya memengaruhi kondisi dan kualitas 

udara, namun juga temperatur udara di suatu wilayah. Kegiatan industri, 

manufaktur, transportasi dan bahkan domestik manusia yang kemudian 

menghasilkan limbah khususnya emisi udara (GRK) memiliki andil dalam 

mengatur temperatur udara. Meskipun begitu faktor emisi GRK terhadap 

temperatur udara dapat terlihat secara nyata dalam jangka waktu yang 

cukup panjang. Sehingga faktor-faktor seperti durasi penyinaran matahari, 

ketinggian tempat, tutupan awan, kondisi geografis hingga pergerakan 

angin dan arus laut lebih berpengaruh secara langsung terhadap perubahan 

temperatur udara dalam jangka waktu pendek (bulanan-tahunan). 

 

 

Gambar II-78 Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2020 (atas) 

dan Tahun 2021 (bawah) 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
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Gambar II-78 merupakan temperatur udara Provinsi DKI Jakarta 

pada tahun 2020 dan tahun 2021 (Data lebih rinci diampilkan dalam 

lampiran tabel 36). Temperatur udara pada tahun 2021 tidak mengalami 

perubahan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2020, dimana 

temperatur rerata dan maksimal pada tahun 2021 (28,18oC; 29,74 oC) lebih 

rendah dibandingkan tahun 2020 (28,23 oC; 29,82 oC). Nilai IKU yang lebih 

rendah (kualitas udara lebih buruk) pada tahun 2021 dibandingkan tahun 

sebelumnya tidak memiliki dampak secara langsung terhadap temperatur 

udara, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor iklim (cth. Durasi 

Penyinaran) memiliki potensi pengaruh lebih besar. Salah satunya dengan 

durasi penyinaran matahari pada tahun 2021 (35%) yang lebih rendah 

dibandingkan pada tahun 2020 (55%) (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022). 

 

II.3.4 Impact 

Gas-gas yang berada di udara sejatinya memiliki sifat untuk dapat 

berinteraksi dengan air, oksigen dan unsur kimia lainnya yang kemudian 

membentuk unsur baru. Gas SO2 di udara dapat mengalami oksidasi (proses 

fotolitik dan katalitik) sehingga kemudian membentuk SO3 jika konsentrasi 

uap air sangat rendah, namun jika uap air di udara jumlahnya sesuai maka 

uap air tersebut akan bergabung membentuk tetesan Asam Sulfat (H2SO4). 

Tetesan tersebut bersifat asam karena memiliki nilai pH di bawah nilai pH 

hujan ideal (di bawah 5,6).  

Serupa dengan proses pembentukan Asam Sulfat, Asam Nitrat 

(HNO3) yang bersifat asam berasal dari NOx yang teroksidasi lalu 

membentuk NO3 dan kemudian berintektasi dengan uap air membentuk 

HNO3. Asam Sulfat dan Asam Nitrat dapat menurunkan pH dari air hujan 

sekaligus berdampak terhadap kerusakan lingkungan, kematian organisme 

(cth. kematian plankton penyebab putusnya rantai makanan), kerusakan 

properti hingga masalah kesehatan (cth. iritasi kulit).  
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Gambar II-79 Kualitas Air Hujan Provinsi DKI Jakarta Tahun 

2021 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021 

 

Gambar II-79 menunjukan kualitas air hujan di Provinsi DKI 

Jakarta sepanjang tahun 2021. Dalam gambar tersebut dapat diketahui 

bahwa di setiap bulannya, presipitasi berupa hujan asam dengan nilai pH 

bervariasi di antara 4,60 – 5,45 (tetap di bawah nilai pH 5,6). Apabila 

dihitung secara rata-rata tahunan, nilai pH air hujan pada tahun 2021 (4,98) 

lebih rendah dibandingkan pada tahun 2020 (5,18) yang mengindikasikan 

bahwa penurunan kualitas udara (khususnya kenaikan konsentrasi SO2 dan 

NOx) berkorelasi turunnya nilai pH. 

Sementara konsentrasi SO4 dan NO3 pada air hujan memiliki range 

nilai yang lebih tinggi pada tahun 2021 (1,76-10,70 mg/L dan 1,06-6,32 

mg/L) dibandingkan tahun 2020 (0,73-9,26 mg/L dan 0,44-6,82 mg/L) 

dikarenakan secara rerata tahunan, konsentrasi SO2 dan NOx di udara 

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 (38,47 µg/Nm3 dan 32,19 µg/Nm3) 

lebih tinggi daripada tahun 2020 (32,93 µg/Nm3 dan 22,71 µg/Nm3). 

Kualitas udara yang menurun juga berdampak terhadap masalah 

kesehatan terhadap masyarakat. Pencemar seperti PM10 dan PM2,5 yang 

memiliki diameter sangat kecil dapat terhirup ke dalam sistem pernapasan 

dan menyebabkan berbagai gangguan pernapasan seperti bronchitis kronis 
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dan akut (Infeksi Saluran Pernapasan Akut/ISPA), hingga gangguan 

jantung. Melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (2022), terdapat 

192.067 penderita (pasien penyakit jawat jalan) ISPA.  

Selain pengaruh kualitas udara, temperatur udara berpengaruh 

terhadap potensi Urban Heat Island yang dapat terjadi jika wilayah 

perkotaan lebih hangat (atau panas) dibandingkan wilayah disekelilingnya 

(area non-perkotaan) akibat urbanisasi hingga aktivitas antropogenik 

lainnya, dimana permukaan di suatu wilayah dapat menyerap dan 

menyimpan panas. (N & M.Dede, 2022). Berdasarkan Putra, Ramadhani, & 

Fatimah (2021), peningkatan alih tata guna lahan terkhusus untuk 

pembangunan permukiman, perkantoran, industri dan sejenisnya 

berbanding lurus dengan kenaikan nilai UHI akibat semakin minimnya RTH 

yang memiliki fungsi ekologis sebagai pengatur suhu yang menjaga 

kelembaban udara. 

 

Gambar II-80 Perbandingan Nilai Feature Importance pada 

Parameter Kualitas Udara Provinsi DKI Jakarta 

 

Data-data kualitas udara yang telah disebutkan sebelumnya 

kemudian diolah menggunakan metode random forest classifier untuk 

pengklasifikasian data set dalam jumlah besar. Data kualitas udara terdiri 

dari berbagai parameter yang dibangun dalam beberapa decision tree 
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sehingga kemudian menghasilkan data terpilih dari hasil decision tree 

tersebut. 

Dalam pengolahannya, data-data tersebut memanfaatkan 

algoritma machine learning untuk mendapatkan nilai feature importance 

dari setiap parameter sehingga parameter-parameter yang merupakan data 

kualitas udara dapat dinilai tingkat signifikansinya terhadap kualitas udara. 

Berdasarkan hasil algoritma machine learning tersebut dapat diketahui 

bahwa parameter PM10 memiliki signifikansi (importance index) paling tinggi 

yaitu melebihi 0,30 kemudian diikuti SO2 dan CO sebesar 0,24 dan 0,15. 

Sehingga dapat diketahui bahwa parameter-parameter tersebut sangat 

menentukan kualitas dan status mutu udara Provinsi DKI Jakarta. Nilai 

importance index seluruh parameter ditampilkan dalam Gambar II-80. 

 

 

Gambar II-81 Peta Kualitas Udara Provinsi DKI Jakarta 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2021 

 

Melalui Gambar II-81, dilakukan visualisasi terkait kondisi status 

mutu udara di setiap wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta. Hampir 
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seluruh wilayah memiliki status mutu udara di bawah kategori “Cukup” 

dimana wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara menjadi wilayah dengan 

status mutu “Sangat Kurang”, dimana buruknya status mutu pada wilayah-

wilayah administratif tersebut memiliki kaitan dengan kondisi tata guna 

lahan di sekitarnya. 

Wilayah DKI-2 Kelapa Gading (Jakarta Utara) yang lahannya 

banyak digunakan untuk kegiatan Industri menyandang predikat status 

mutu “Sangat Kurang” atau memiliki kualitas udara yang dianggap buruk.  

Banyaknya lahan yang digunakan untuk industri/pergudangan (warna abu) 

dapat menjadi sumber emisi udara yang memengaruhi kualitas dan status 

mutu udara di Kawasan tersebut. Aktivitas industri yang seringkali 

menghasilkan emisi SO2 menjadi salah satu kontributor buruknya status 

mutu udara di Jakarta Barat karena selain konsentrasi SO2 (51,76 ug/Nm3) 

paling tinggi berada di wilayah tersebut, parameter SO2 memiliki signifikansi 

paling tinggi. Industri pembangkitan juga memiliki sumbangsih yang tinggi 

terhadap terbentuknya emisi SO2.  Pembakaran batu bara untuk produksi 

listrik di PLTGU Muara Karang Jakarta Utara (kapasitas 1.600 MW) memiliki 

sumbangsih terhadap peningkatan parameter SO2 di Jakarta Utara.  

Selain itu banyaknya industri tentunya mengindikasikan arus lalu 

lintas yang cukup tinggi, khususnya bagi moda transportasi seperti truk 

ataupun tronton. Asap dari kendaraan hingga debu dari berbagai aktivitas 

industri dan transportasi menjadi sumber emisi PM10 dimana konsentrasi 

parameter tersebut untuk Jakarta Utara paling tinggi (65,94 ug/Nm3) 

dibandingkan wilayah lainnya. Dengan parameter PM10 memiliki importance 

index paling tinggi dan konsentrasinya yang sangat tinggi, maka menjadi 

kontributor utama terhadap buruknya status mutu udara (Sangat Kurang) 

di Jakarta Utara.  

Serupa dengan DKI-2 Kelapa Gading (Jakarta Utara), DKI-4 Lubang 

Buaya (Jakarta Timur) juga mendapatkan status mutu “Sangat Kurang”. 

Pemanfaatan lahan di sekitar wilayah Lubang Buaya banyak digunakan 

untuk permukiman hingga Kawasan niaga dimana aktivitas transportasi 
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diprediksi sangat tinggi mengingat jumlah penduduk di Jakarta Timur paling 

banyak (3,05 juta jiwa) dibandingkan wilayah lainnya. Jakarta Timur juga 

menjadi jalur lalu lintas untuk masyarakat Bekasi yang bekerja di wilayah 

Provinsi DKI Jakarta, sehingga sangat memungkinkan arus transportasi 

pada jalur-jalur di wilayah tersebut sangatlah tinggi. Maka, tingginya arus 

transportasi berbanding lurus dengan nilai konsentrasi PM10 dan SO2 yang 

mencapai 41,77 ug/Nm3 dan 62,23 ug/Nm3 atau tertinggi kedua di Provinsi 

DKI Jakarta. Dengan nilai Importance index tertinggi dari PM10 dan SO2 , 

menjadi signifikansi buruknya kualitas udara di Jakarta Timur. 

Sedangkan untuk wilayah selain Jakarta Utara dan Jakarta Timur, 

memiliki status mutu yang lebih tinggi (“Kurang”) karena konsentrasi dari 

parameter-parameter dengan nilai Importance Index tinggi tidak sebesar di 

wilayah lainnya. 

 

II.3.5 Responses 

Dalam melakukan penanggulangan terhadap kondisi kualitas udara 

di Provinsi DKI Jakarta, diperlukan berbagai upaya yang harus 

diimplementasikan tidak hanya oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI 

Jakarta namun juga seluruh lapisan masyarakat dan para stakeholder di 

dalamnya. Jenis upaya penanggulangan tersebut dapat disesuaikan dengan 

setiap tahapan di dalam DPSIR.  

Responses terhadap driving force kualitas udara, jenis upaya 

penanggulangan yang dinilai tepat adalah penerapan berbagai kebijakan 

iyang bersifat preventif dan/atau bersifat sebagai persyaratan dalam 

melakukan/membangun sesuatu sebagai berikut:  

1. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.6 Tahun 2012 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Di 

dalamnya tercantum berbagai perwujudan kebijakan yang dituangkan 

dalam berbagai misi sebagai berikut: 

a. Misi 1: Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana 

Wilayah 
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1) Peningkatan sistem transportasi terpadu berbasis angkutan 

umum massal dalam rangka peningkatan konektivitas sehingga 

mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan penerapan 

Kawasan pembatasan lalu lintas, dengan harapan dapat 

mengurangi emisi dari transportasi. 

2) Peningkatan ketahanan energi yang ramah lingkungan dan 

efisien melalui pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik 

yang memanfaatkan energi baru terbarukan. 

3) Peningkatan penyediaan perumahan layak dengan salah satunya 

pengembangan hunian vertikal untuk menghemat penggunaan 

lahan kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH. 

b. Misi 2: Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas. 

1) Penguatan struktur perekonomian kota yang diikuti peningkatan 

pertumbuhan ekonomi kota dalam upaya perbaikan ekonomi 

dan pertumbuhan lapangan pekerjaan. 

c. Misi 4: Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan 

Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya ALam 

1) Pemanfaatan ruang wilayah perkotaan yang berkualitas, 

khususnya untuk peningkatan RTH sebagai upaya penyerapan 

karbon dalam mengurangi polusi udara. 

2) Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan melalui pengendalian 

sumber-sumber pencemaran, khususnya pencemaran udara 

melalui kebijakan turunan lainnya berupa pembatasan emisi, uji 

emisi dan lainnya. 

 

2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2014 tentang 

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. 

Merupakan kebijakan dalam merencanakan tata ruang wilayah hingga 

tingkat kecamatan serata terpecinci sehingga berbagai pembangunan 

yang akan dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta harus sesuai dengan 

Zonasi yang telah ditetapkan dalam peraturan dimaksud. 
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3. Nationally Determined Contribution Indonesia dan Keputusan Menteri 

ESDM No.188.K/HK.021/MEM.L/2021 tentang Pengesahan Rencana 

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara 

(Persero) Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2030. 

Merupakan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia 

sebesar 29% (business as usual/ tanpa bantuan internasional) atau 41% 

(dengan bantuan internasional) pada tahun 2030 dengan salah satu 

upayanya adalah mengurangi produksi energi listrik dengan bahan bakar 

Batu Bara dan sejenisnya dan kemudian meningkatkan pemanfaatan 

Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk dapat menghasilkan 14.901 GWh 

energi listrik pada tahun 2030. Sehingga, seluruh wilayah Indonesia 

termasuk Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk melakukan pengembangan 

pemanfaatan dan pembangkitan energi yang lebih ramah lingkungan. 

 

4. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Di dalamnya mengatur perlunya penerbitan izin lingkungan terhadap 

kegiatan yang berpotensi memberikan dampak buruk terhadap 

lingkungan berupa kewajiban AMDAL atau UKL/UPL atau SPPL sebagai 

bentuk kepastian, pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan dimaksud. 

 

5. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.118 Tahun 2020 tentang Izin 

Pemanfaatan Ruang. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan pengetatan terhadap 

pemberian izin pemanfaatan ruang baik berupa Izin Prinsip Pemanfaatan 

Ruang (IPPR), Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau izin 

pendukung lainnya. Untuk memperoleh perizinan tersebut, salah satu 

hal yang penting adalah pemanfaatan ruang dapat sesuai RDTR-PZ serta 

pihak yang melakukan pemanfaatan ruang dapat 
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mempertanggungjawabkan bahwa kegiatannya tidak akan mencemari 

udara DKI Jakarta. 

 

Untuk responses terhadap pressures kualitas udara, penerapan 

kebijakan yang bersifat pelaksanaan dan/atau pembatasan suatu aktivitas 

(cth. Emisi) dapat menjadi upaya yang efektif. Penerapan tersebut adalah 

sebagai berikut:  

1. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk 

Transportasi Jabodetabek. 

Di dalamnya mengatur rencana pengembangan transportasi yang 

terintegrasi dengan memaksimalkan mobilitas masyarakat 

menggunakan transportasi massal. Pengembangan tersebut adalah 

dengan berbagai pembangunan dan pengembangan moda transportasi 

massal baru (cth. MRT, LRT dan Bus Rapid Transit/BRT) hingga 

perbaikan dan pengembangan terhadap moda transportasi massal 

eksisting seperti KRL dan/atau Transjakarta. Dengan semakin mudah 

dan murahnya akses transportasi menggunakan moda transportasi 

umum, masyarakat Provinsi DKI Jakarta secara sukarela akan beralih 

dari penggunaan kendaraan pribadi. 

 

 

Gambar II-82 Moda Transportasi Umum DKI Jakarta: KRL (kiri) 

dan MRT (kanan) 

Sumber : dolanyok.com & techinasia.com, 2021 

 




































































































































































































































































































































































































